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ABSTRAK

Memiliki = rumah merupakan kebutuhan mendasar yang sangat
menentukan kelangsungan hidup manusia. Hubungan antara jumlah rumah yang
dibangun dengan jumlah yang dibutuhkan dipengaruhi oleh pertumbuhan
penduduk dan meningkatnya kebutuhan sosial ekonomi. Tingginya permintaan
akan rumah menjadi-peluang bagi bank syariah untuk menawarkan produk
pembelian rumah.  Bank Syariah Indonesia (BSI) hadir dengan menyediakan
fasilitas produk pembiayaan KPR menggunakan akad murabahah dan musyarakah
mutanagisah yang dapat mewujudkan kepemilikan rumah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan akad murabahah
dan musyarakah mutanagisah dalam penerapannya pada pembiayaan KPR Syariah
di Bank Syariah Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian kualitatif deskriptif. Data yang didapatkan dalam penelitian ini
merupakan hasil data wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukan akad murabahah ditinjau dari
kemudahannya lebih banyak digunakan dalam pembiayaan KPR. Akad
murabahah sebagai praktek jual-beli, sedangkan akad musyarakah mutanagisah
sebagai praktek sewa-beli. Kemudian penerapan kedua akad dimulai dengan
mengajukan pembiayaan dengan persyaratan administrasi yang Ssama.
Perbandingan antara kedua akad dapat dilihat pada aspek persamaannya yaitu
persyaratan administrasi, pembayaran angsuran, skema pelunasan di percepat dan
konsekuensi hukum bagi nasabah wanprestasi. Perbedaan antara kedua akad
terletak pada karakteristik akad, cara menentukan margin, hubungan antara bank
dan nasabah, nilai objek, serta kepemilikan aset. Dalam implementasiannya dapat
dilakukan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan kedua akad.

Kata Kunci: Akad Murabahah, Akad Musyarakah Mutanagisah, Pembiayaan
KPR
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ABSTRACT

Owning a home is a basic need that really determines human survival. The
relathionship between the number of houses built and the number needed is
influenced by population growth and increasing socio-economic needs. The high
demand for houses is an opportunity for islamic banks to offer home-buying
products. Indonesian Islamic Bank (BSI) are here to provide mortgage financing
product facilities using murabahah and musyarakah mutanagisah contracts that
can realize home ownership.

This study aims to determine the comparative of murabahah and
musyarakah mutanagisah contracts in their application to -Islamic mortgage
financing at Indonesian Sharia Banks. The method used in this research is
descriptive qualitative research. The data obtained in this study is the result of
interview data, observation and documentation.

The results of the study show that in terms of convenience, murabahah
contracts are more widely used in mortgage financing. The murabahah contract is
the practice of buying and selling, while the musyarakah mutanagisah contract is
the practice of renting and buying. Then the implementation of the two contracts
begins by applying for financing with the same administrative requirements. The
comparison between the two contracts can be seen in their similarites, namely
administrative requirements, installment payments, accelerated repayment
schemes, and legal consequences for defaulting customers. The difference in the
contracts is the characteristics of the contracts, the method of determining the
margin, the relationship between the bank and the customer, the value of the
object, and the ownership of the assets. In its implementation, it can be done by
considering the advantages and disadvantages of the both contracts.

Keywords: Murabahah Contract, Musyarakah Mutanagisah Contract,
Sharia Mortgage Financing
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemilikan rumah saat ini menjadi persoalan kebutuhan yang sulit
untuk dimiliki. Memiliki rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal tetapi
sebuah impian bagi setiap orang. Kepemilikan rumah juga merupakan salah
satu aset investasi jangka panjang. Menurut intensitasnya kebutuhan
masyarakat dibedakan menjadi tiga yaitu kebutuhan primer, kebutuhan
sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer meliputi tiga aspek yaitu
kebutuhan makan, sandang dan papan. Salah satu masalah utama yang
dihadapi oleh masyarakat mengenai ketersediaan rumah yaitu kesenjangan
antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dengan jumlah rumah yang
dibangun (Hudiyanto, 2017). Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun
2022, jumlah penduduk Indonesia terhitung 275,773,8 juta jiwa, hal ini
mengalami kenaikan sebesar 3 juta jiwa dari tahun 2021 (BPS Indonesia,
2022).

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Indonesia Tahun.-2018-2022
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270
B Jumlah Penduduk

265 - Indonesia

260

255
2018 2019 2020 2021 2022

Sumber: BPS,2022

Data di atas menunjukan bahwa jumlah penduduk di Indonesia terus
mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini mampu mempengaruhi
kebutuhan akan permintaan rumah atau hunian yang semakin meningkat.
Peningkatan jumlah pendud uk dibarengi dengan makin banyaknya

kebutuhan masyarakat akan berpengaruh terhadap harga lahan yang semakin



tinggi. Hal ini menjadi pertimbangan masyarakat dalam mewujudkan
kepemilikan rumah dikarenakan tingkat pendapatan yang masih masuk
kategori rendah.

Menurut UU No.4 Tahun 1992, rumah adalah bangunan yang berfungsi
sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Selain itu
rumah juga merupakan salah satu langkah awal untuk mewujudkan
keharmonisan keluarga. Keterbatasan pendapatan masyarakat yang masih
tergolong rendah menjadi pertimbangan awal dalam mewujudkan
kepemilikan rumah. Sehingga, banyak masyarakat yang lebih memilih
membeli suatu rumah secara kredit. Hal ini dikarenakan pembayaran secara
tunai dianggap lebih berat dibandingkan dengan pembayaran secara kredit.
Dengan adanya peluang ini, lembaga keuangan khususnya perbankan syariah
memanfaatkan kesempatan ini untuk terus mewujudkan akan kebutuhan
masyarakat.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan perbankan yang menjalankan
aktivitas usahanya dengan berlandaskan prinsip syariah. Prinsip utama yang
diikuti oleh bank syariah adalah larangan praktik riba dalam berbagai bentuk
transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan
yang sah dan upaya menyuburkan zakat (Kurniawan & Inayah, 2014).
Menurut UU No.10 Tahun 1998, Prinsip syariah adalah aturan perjanjian
berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan
dana atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan dalam syariah
yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah dan ijarah wa iqtina.
Sistem murabahah dikenal berbasis margin, musyarakah mutanaqgisah yang
menampilkan partisipasi kepemilikan. Selain itu, ada juga dengan akad ijarah
muntahiyah bi al-tamlik atau sewa beli pada produk yang ditawarkan pada
perbankan syariah (Dariana, 2020).

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah hasil
penggabungan (merger) tiga bank syariah dari himpunan bank milik negara
(Himbara), yaitu: PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri
(BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) (Alhusain, 2021). Penggabungan



tiga Bank Syariah ini dapat menghadirkan layanan yang lebih lengkap,
jangkauan lebih luas serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.
Dalam produk yang dinamakan dengan BSI Griya, Bank Syariah Indonesia
mampu menghadirkan jalan alternatif masyarakat dalam mewujudkan impian
kepemilikan rumah dengan menyediakan produk pembiayaan KPR (Kredit
Pemilikan Rumah). Hal ini, tentunya harus dibarengi dengan adanya
pengetahuan mengenai produk terkait terlebih dahulu dari masing-masing
produk yang disediakan (Moch Novi Rifa’i, 2017).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, KPR Syariah adalah pembiayaan jangka
pendek, menengah atau panjang guna membiayai pembelian rumah tinggal,
baik baru atau bekas dengan prinsip/akad (murabahah) atau dengan akad
lainnya. Berbeda dengan bank konvensional yang mendapatkan keuntungan
dengan sistem bunga, KPR bank syariah-menggunakan sistem bagi hasil atau
nisbah pada keuntungan pembelian aset nasabah. Sistem bagi hasil
merupakan bentuk kerja sama antara shabihul mal (pemilik dana) dan
mudharib (pengelola dana) dan kemudian ada pembagaian nisbah
(perbandingan pembagian hasil usaha dari usaha kerjasama antara nasabah
dan bank yang ditetapkan berdasarkan akad (Fauziah, 2019).

BSI Griya merupakan layanan pembiayaan perumahan KPR untuk
memenuhi sebagian atau keseluruhan keperluan hunian. Produk BSI Griya
terdiri dari beberapa layanan mulai dari pembelian rumah baru/rumah
bekas/ruko/rukun/apartemen, pembelian kavling siap bangun,
pembangunan/renovasi rumah, ambil alih pembiayaan dari bank lain (take
over) dan refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah. Pada BSI Griya,
Bank Syariah Indonesia menggunakan akad Murabahah (akad jual beli) dan
Akad Musyarakah Mutanaqisah (akad sewa-beli) dalam pembiayaannya (BSI
Griya, 18 Maret 2022).

Akad Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga
perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak,
dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada
pembeli (Syariah, 2008). Bank sebagai pihak penyedia dana untuk



merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah. Dengan akad
murabahah nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan angsuran yang
tidak akan berubah selama masa perjanjian (flat up). Sedangkan akad
musyarakah mutanadisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan
aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan
pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya (MUI, 2008).

Skema dengan menggunakan Akad Musyarakah Mutanagisah lebih
mengutamakan kerja sama antara nasabah dan pihak bank. Pihak nasabah dan
pihak bank bermitra terlebih dahulu untuk membeli rumah, kemudian
nasabah menyewa rumabh tersebut hingga setelah resmi menjadi milik nasabah
sepenuhnya setelah menyelesaikan pembayaran sewa sampai dengan akhir
sewa sesuai dengan kesepakatan awal antara pihak bank dan nasabah.
Nasabah sembari membayar sewa juga sekaligus membayar kepemilikan
rumah secara bertahap (BSI Griya, 18 Maret 2022).

Hasil dari observasi-awal yang di lakukan dengan Galih Trika Wirawan
selaku Consumer Sales Executives di BSI KCP Karang Kobar Purwokerto
purwokerto Purwokerto, menyampaikan dalam pembiayaan BSI Griya, Bank
Syariah Indonesia menggunakan akad Murabahah dengan wakalah dan akad
Musyarakah Mutanaqgisah. Menurutnya akad Murabahah bi al-wakalah
merupakan akad jual beli yang dibarengi dengan akad wakalah sebagai pihak
ketiga. Skema dengan menggunakan akad Murabahah bi al-wakalah, pihak
bank menjual rumah/hunian kepada nasabah, kemudian nasabah membeli
kepada pihak bank dengan cara diangsur atau di cicil. Nasabah akan diberikan
ketentuan penggunaan akad, dalam hal ini diberikan Surat Penawaran
Pemberian Pembiayaan (SP3). Selanjutnya pihak bank akan menjelaskan
terkait dengan harga awal, keuntungan bank (margin), kewajiban nasabah dan
angsuran per bulan. Sedangkan akad Musyarakah Mutanagisah merupakan
akad sewa beli yang dapat digunakan untuk pembiayaan kembali
(refinancing) pada aset yang dimiliki secara bertahap. Dalam hal ini di
lakukan refinancing (pembiayaan kembali) dapat digunakan pada pembiayaan

aset yang sudah dimiliki nasabah atau pihak lainnya.



Menurut Galih Trika Wirawan, Bank Syariah Indonesia menerapkan
pembayaran atau angsuran yang dapat di lakukan secara flat up dan step up,
hal ini disesuaikan dengan kebutuhan nasabah serta pertimbangan yang sudah
disetujui antara pihak bank dan nasabah. Sehingga hal ini perlu diimbangi
dengan pentingnya literasi dan pemahaman nasabah dalam perencanaan
pengajuan pembiayaan sesuai kebutuhan yang akan dibiayai.

Dari pernyataan informan menyampaikan bahwa pembiayaan KPR di BSI
KCP Karang Kobar Purwokerto purwokerto Purwokerto, Akad Murabahah
lebih banyak atau lebih unggul digunakan daripada akad Musyarakah
Mutanagisah. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan dan jumlah
nasabah selama per tahun 2022 sekitar 22 nasabah pada akad Murabahah dan
4 nasabah pada akad Musyarakah Mutanagisah.

Tabel 1. 2 Jumlah Nasabah Pembiayaan KPR BSI KCP Karang Kobar Purwokerto

No. Bulan Akad Akad Musyarakah
Murabahah Mutanaqisah (MMQ)
Januari 2
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
12. Desember 1
Sumber Data: BSI KCP Karang Kobar Purwokerto
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Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas peneliti bermaksud
meneliti persamaan, perbedaan, penerapan dan perbandingan mengenai Akad
Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanagisah yang menjadi akad pada
produk layanan pembiayaan KPR Syariah sehingga nasabah diharapkan
mampu menganalisis sesuai kebutuhan pembiayaan masing-masing. Atas
dasar ini penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS
PERBANDINGAN AKAD MURABAHAH DAN MUSYARAKAH



MUTANAQISAH PADA PEMBIAYAAN KPR DI BANK SYARIAH
INDONESIA KCP KARANG KOBAR PURWOKERTO”.
. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan konsep atau istilah yang digunakan
dalam judul skripsi. Definisi operasional digunakan agar tidak terjadi
kekeliruan penafsiran antara penulis dan pembaca, oleh karena itu diperlukan
batasan istilah dalam penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Akad
Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanagisah Pada Pembiayaan KPR
Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Karang Kobar Purwokerto”,
sebagai berikut:
1. Akad Murabahah

Murabahah adalah jual beli dengan mekanisme pembayaran yang
dapat ditangguhkan, baik itu ditangguhkan untuk dicicil sampai lunas atau
ditangguhkan dengan dibayar lunas pada akhir periode (Rushy, 2017: 23).
Dalam penerapannya, BSI KCP Karang Kobar Purwokerto menggunakan
akad murabahah dengan sistem wakalah atau disebut dengan murabahah
bil al-wakalah. Al-wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang
kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan (Antoni, 2001).

Akad murabahah adalah jual beli yang digunakan pada
pembiayaan dengan menyatakan margin pada awal perjanjian serta jangka
waktu pengembalian yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah dengan
menggunakan sistem wakalah,  yaitu pihak bank mewakilkan
pembeliannya kepada nasabah dengan pihak ketiga.

2. Akad Musyarakah Mutanagisah

Musyarakah Mutanagisah yaitu akad yang mengatur dua pihak
atau lebih yang berkongsi untuk suatu barang. Setelah itu barang tersebut
digunakan nasabah sebagai modal kerja untuk mendapatkan keuntungan
yang akan dibagi antara bank dan nasabah, disertai dengan pembelian alat
produksi bank, secara bertahap membuat kepemilikan modal bank
terhadap barang yang akan berkurang (Mubarok et al., 2022).



Akad Musyarakah Mutanaqisah adalah akad kerjasama antar dua
mitra yang terjadi peralihan hak kepemilikan secara bertahap setelah mitra
lainnya menyelesaikan biaya sewa sembari membayar biaya kepemilikan
sampai akhir masa sewa sesuai dengan kesepakatan.

3. Pembiayaan KPR Syariah

Pembiayaan KPR adalah penyediaan tagihan atau dana yang
dipersamakan oleh pihak perbankan guna layanan kredit pemilikan rumah
(Jumriah, 2020)

Pembiayaan KPR Syariah adalah pembiayaan kredit rumah atau
hunian kepada nasabah yang diberikan oleh bank syariah sebagai
pembiayaan konsumtif baik sebagian atau sepenuhnya bagi nasabah yang
sudah memenuhi persyaratan sesuai prinsip syariah.

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan analisis perbandingan akad
murabahah dan musyarakah mutanaqisah dalam pembiayaan KPR adalah
mengetahui-konsep, penerapan dan  perbandingan antara akad murabahah
sebagai jual beli yang menentukan margin diawal akad sesuai kesepakatan
bersama dengan akad musyarakah mutanaqisah sebagai akad sewa-beli
dengan peralihan hak kepemilikan secara bertahap pada pembiayaan kredit
kepemilikan rumah di Bank Syariah Indonesia.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang maka rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu “Bagaimana penerapan dan perbandingan antara akad
Murabahah dan akad Musyarakah Mutanagisah pada pembiayaan KPR
Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto?”
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dan
perbandingan antara akad Murabahah dan akad Musyarakah Mutanadisah
pada pembiayaan KPR Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar
Purwokerto.
Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis



Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan
mengenai penerapan dan perbandingan dari Akad Murabahah dan Akad
Musyarakah Mutanaqisah pada produk pembiayaan KPR Syariah, serta
diharapkan mampu menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dari
teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis
1.  Bagi Penulis
Penelitian ini menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan
potensi diri yang dapat menambah wawasan dan pengalaman untuk
mengetahui produk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
Syariah.
2. Bagi Akademisi
Diharapkan penelitian ini dapat menambah literasi mengenai
produk bank syariah dalam prakteknya yang lebih universal dan
mampu membedakan secara teori maupun praktek.
3. Bagi Bank
Sebagai bahan dari penelitian bahwa pengenalan literasi produk
mampu menjadi peran penting dalam pengembangan produk yang ada.
Fokus studi dalam penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai

masukan dan koreksi agar sesuai degan penerapannya.
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LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Akad

Secara bahasa akad berarti ikatan atau perjanjian, yang berasal dari

kata “akada” (jamak: ‘uqud) dengan sesuatu objek baik berupa pengalihan

objek yang berbentuk materi atau jasa dalam suatu kondisi yang disepakati
kedua belah pihak (Nurdin, 2014: 21). Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Akad berarti janji, perjanjian, kontrak. Secara etimologi, agad

mempunyai beberapa arti, antara lain:

a.

Mengikat (ar-rabthu), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan
mrngikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung
dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.

Sambungan (Agdatun), yaitu: sambungan yang menjadi memegang
kedua ujung itu dan mengikatnya.

Janji (Al-Ahdu). Istilah ahdu dalam al-Qur’an- mengacu pada
pernyataan  seseorang melakukan sesuatu dan tidak ada hubungan
dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang juga tidak
membutuhkan ‘persetujuan pihak lain setuju atau tidak setuju, tidak
mempengaruhi janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang

dijelaskan dalam Surah Al-Imran: 76).

Sebagai suatu istilah Hukum Islam, ada beberapa definisi akad, sebagai
berikut:

a.

Menurut Muhamad, (2018: 103) akad adalah ikatan kontrak dua pihak
yang telah bersepakat.

Menurut Ascarya, (2006: 34) akad adalalah ikatan, penguatan,
keputusan atau penguatan atau perjanjian atau kesepakatan atau
tranksaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan
nilai-nilai syariah.

Menurut Ahmad Dahlan, (2018: 105) akad merupakan suatu ikatan,
kesepakatan atau perjanjian antara dua belah pihak yang akibat hukum

10
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dari akad tersebut ditandai dengan ijab dan gabul dalam bentuk suatu
ungkapan/ucapan.
2. Syarat dan Rukun Akad

Setiap bentuk akad mempunyai syarat-syarat yang ditentukan oleh syara’

yang wajib disempurnakan. Menurut Rahmat Syafei dalam Soemitra,

(2019: 44) menyebutkan syarat akad yaitu:

a. Syarat terjadinya akad (al-Inigod) vyaitu, segala sesuatu yang
diisyaratkan untuk terjadinya akad yang tanpanya akad menjadi batal.
Ada syarat umum yang ada pada setiap akad yaitu:

1) Terpenuhinya lima rukun akad yaitu sighat,objek akad, para pihak
yang berakad, tujuan pokok akad dan kesepakatan

2) Akad tidak terlarang seperti mengandung kekhilafan, di bawah
paksaan (ikrah), penipuan (tadlis), atau kesamaran (ghubn).

3) Akad harus bermanfaat.

b. Syarat sah akad, yaitu segala sesuatu yang diisyaratkan syara’ untuk
menjamin_ keabsahan akad yang tanpanya akad menjadi rusak.
Disyaratkan terhindarnya sejumlah perusak akad yaitu kebodohan,
paksaan, pembatasan waktu, yang tidak jelas, perkiraan/ketidakjelasan
jenis yang menyebebakan perselisihan, adanya unsur kemudharatan,
adanya unsur tipuan, terbatasnya kepemilikan (taugif) dan adanya
syarat jual beli rusak (fasid).

c. Syarat pelaksanaan akad (nafidz). Pelaksanaan akad tergantung pada
dua syarat yaitu kepemilikan dan kemampuan bertasharruf.

d. Syarat kekuatan hukum (luzum). Akad harus terbebas dari berbagai
macam khiyar (hak untuk meneruskan atau membatalkan akad) seperti
khiyar syarat, khiyar ‘aib dan lainnya.

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja

dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing,

maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan
oleh akad. Menurut jumhur ulama dalam (Dr. Abd Misno, 2022) rukun

akad terdiri dari tempat hal, yaitu:
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a. ‘Agidan, adalah pihak-pihak yang berakad yang terdiri dari dua orang
atau lebih yang berakad.

b. Ma’qud alaih, ialah harga dan benda-benda atau objek yang
diakadkan, seperti seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual
beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin
seseorang dalam akad kafalah.

C. Maudhu’ al-‘aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok melakukan akad.
Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.

d. Shighat al-aqd, ialah ijab gabul. ljab dan gabul merupakan ungkapan
yang menunjukan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang melakukan
kontrak/akad. Menurut Suhendi, (2002) Hal-hal yang harus
diperhatikan dalam sighat al- ‘4¢d ialah :

1) Sighat al-‘agd harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab
gabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.

2) Harus bersesuaian antar ijab dan gabul. Tidak boleh antara yang
berijab dan yang menerima berbeda lafazh.

3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang
bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau di
takut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling
ridha.

3. Jenis Akad dan Macam-macam Akad

Dalam figh muamalah, akad dibagi menjadi dua jenis yaitu akad Tabarru’

dan Akad Tijarah (Muhamad, 2018:).

a. Akad Tabarru’ adalah segala macam perjanjian yang menyangkut
transaksi tidak mengambil untung (Muhammad, 2002: 103). Akad ini
dilakukan dengan tujuan untuk saling tolong menolong. Akad tabarru
dilakukan de ngan tekad untuk membantu dalam rangka mencapai
sesuatu yang bermanfaat, sehingga pihak yang melakukan kebaikan
tidak berhak meminta imbalan apapun kepada pihak lain yang
berikutnya.
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Fungsi Akad Tabbaru’ adalah untuk mencari keuntungan akhirat,

karena itu bukan akad bisnis. Jadi akad ini tidak dapat digunakan untuk
tujuan-tujuan komersil namun akad ini dapt menjadi penjembatani atau
me mperlancar akad tijarah (Muhammad, 2002). Penghargaan dari
kontrak tabarru’ adalah dari Allah, bukan dari manusia. Pihak yang
baik, di sisi lain, dapat meminta agar mitra transaksinya hanya
menanggung biaya untuk membuat kontrak tanpa mendapatkan
keuntungan dari tabarru’. Dalam pelaksanaannya, akad tabbaru’
dipraktikan dalam 9 (sembilan) macam transaksi yaitu: Wadiah,
Wakalah, Kafalah, Hiwalah, Rahn, Qardh, Hibah, Sedekah dan Wakaf
(Harun Alrasyid, 2022).
. Akad Tijarah adalah akad yang digunakan dengan tujuan untuk
mencari.keuntungan dalam  bisnis (profit orientation) (Muhammad,
2002: 104). Akad ini dibuat dengan tujuan mencari keuntungan, karena
sifatnya komersial. Hal ini didasarkan pada kaidah bisnis bahwa bisnis
adalah kegiatan untuk mendapatkan keuntungan. Akad Tijarah
merupakan akad yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk
memperoleh  keuntungan yang sesuai dengan ketentuan syara’ dan
terhindar dari maysir, gharar dan riba.

Akad tijarah terbagi menjadi dua, yaitu Natural Certainty Contract
(NCC) dan Natural Uncertainty Contract (NUC). Natural Certainty
Contract atau kontrak yang secara alamiah memberikan hasil pasti
adalah kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk saling
mempeertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek
pertukarannya (baik barang atau jasa) harus ditetapkan di awal akad,
baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya.
Adapun yang termasuk kedalam pembiayaan NCC yaitu jual beli
Mmurabahah, jual beli salam, jual beli istishna, ijarah dan ijarah
muntahiya bi al-tamlik (IMBT) (Muhammad, 2002: 104).

Sedangkan, Natural Uncertainty Contract (NUC) adalah adalah
kontrak yang terjadi jika pihak-pihak yang bertransaksi saling
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mencampurkan asetnya (baik real assets maupun financial assets)
menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-
sama untuk mendapatkan keuntungan. yang termasuk dalam
pembiayaan NUC vyaitu dengan sistem bagi hasil adalah mudharabah
dan musyarakah (Atieq, Maftuchatul, 2018).

Macam-macam akad menurut Hendi Suhendi diklasifikasikan menjadi

beberapa macam, yaitu :

a.

‘Aqad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu
selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan
akad ialah pernyataan yang disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula
ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

‘Agad Mu’alag ialah akad yang dii dala pelaksanaannya terdapat
syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan
penyerahan -barang-barang yang diakadkan - setelah adanya
pembayaran.

‘Agad Mudhaf ialah akad yang dalam pelaksanaanya terdapat syarat-
syarat -mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang
pelaksanaannya - ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan.
Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai
akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan (Suhendi,
2002).

Selain akad munjiz, mualaq dan mudhaf macam-macam akad beraneka

ragam tergantung dari sudut pandang tujuannya, mengingat ada

perbedaan-perbedaan tinjauanm maka akad akan ditinjau dari segi,
menurut Suhendi, (2002: 52):
1) Ada dan tidaknya gismah pada akad, maka akad terbagi menjadi dua

bagian:

a) Akad musammah, yaitu akad yang diatur secara khusus dalam figh
dan diberi nama tertentu.

b) Akad ghair musammah, yaitu akad yang tidak mendapat

pengaturan khusus dalam ketentuan figh dan tidak diberi nama
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tertentu karena akad tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dalam
rangka memenuhi hajjat dan bermuamalah.

Disyariatkan dan tidaknya akad, maka akad terbagi menjadi dua

bagian:

a) Akad musyara’ah, yaitu akad-akad yang dibenarkan oleh syara’.

b) Akad mamnu’ah, yaitu akad-akad yang dilarang oleh syara’.

Sah dan batalnya akad, maka akad terbagi menjadi dua bagian:

a) Akad shahibah, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratan, baik
syarat yang khusus maupun syarat yang umum.

b) Akad Fasihah, yaitu akad yang cacat dan cedera karena kurang
salah satu syarat-syaratnya, baik syarat khusus maupun syarat
umum.

Sifat bendanya, di tinjau dari sifat-sifat ini akad terbagi dua :

a) Akad ‘ainiyah, yaitu akad yang diisyaratkan dengan penyerahan
barang-barang.

b) Akad ghair ‘ainiyah, yaitu akad tidak disertai dengan penyerahan
barang-barang, karena tanpa penyerahan barang pun akad sudah
berhasil.

Cara melakukannya maka akad terbagi menjadi-dua bagian:

a) Akad yang harus dilaksnaakan dengan upacara tertentu seperti
akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali dan petugas pencatat
nikah.

b) Akad ridha’iyah yaitu akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu
dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak.

Berlaku dan tidaknya akad, maka akad terbagi menjadi dua bagian:

a) Akad nafidzah vyaitu akad yang bebas atau terlepas dari
penghalang-pengahalang akad.

b) Akad mauqufah yaitu akad yang bertalian dengan persetujuan-
persetujuan

Lazim dan dapat dibatalkan, maka akad terbagi menjadi tiga bagian:
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Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat
dipindahkan

Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat
dipindahkan dan dirusakkan

Akad lazimah yaitu akad yang menjadi hak kedua belah pihak
tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak.

Tukar-menukar hak, maka akad terbagi menjadi tiga bagian:

a)
b)

c)

Akad mu 'awadlah, yaitu akad yang berlaku atas dasra timbal balik.
Akad tabarru’at, yaitu akad yang berlaku atas dasar pemberian dan
pertolongan.

Akad tabarru’at pada awalnya dan menjadi akad mu’awadhah

pada akhiranya.

Harus dibayar ganti dan tidaknya, maka akad terbagi menjadi tiga

bagian:

a)

b)

c)

Akad dhaman, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak
kedua sesudah benda itu diterima.

Akad amanah, yaitu bretanggung jawab kerusakan oleh pemilik
benda, bukan oleh yang memegang benda.

Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur.

10) Tujuan Akad, maka akad terbagi menjadi :

Bertujuan tamlik seperti jual beli, Perkongsian seperti syirkah dan

mudharabah, kepercayaan seperti rahn dan kafalah, kekuasaan seperti

wakalah dan pemeliharaan seperti titipan.

11) Faur dan Istimrar, maka akad terbagi menjadi dua bagian:

a)

b)

Akad fauriyah yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak
memerlukan waktu yang lama.

Akad istimrar, yaitu hukum akad terus berjalan.

12) Asliyah dan Thabi’iyah, maka akad terbagi menjadi dua bagian:

a)

Akad Asliyah, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan
adanya sesuatu yang lain seperti jual beli dan ’arah.
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b) Akad thahi’iyah yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain,
seperti adanya rahn tidak dilakukan bila tidak ada utang.
4. Berakhirnya Akad
Menurut Mardani, (2021: 21) suatu akad dikatakan berakhir apabila
terjadi:
a. Telah tercapai tujan akad.
b. Terjadi pembatalan/pemutusan akad.
c. Salah satu pihak yang membuat akad meninggal dunia.
d. Tidak ada izin dari yang berhak.
e. Putus demi hukum.
B. Akad Murabahah
1. Pengertian Akad Murabahah

Murabahah secara etimologi (bahasa) berasal dari kata “ar-ribhu”
yang berarti tumbuh dan berkembang. Murabahah merupakan bagian akad
dalam jual beli. Secara transaksional, dalam figh disebut dengan bay’ al
murabahah, sedangkan imam asy-Syafi’l menanamkan transaksi sejenis
bay’ al-murabahah dengan al-amir bissyira (Dahlan, 2018: 192). Menurut
Muhammad Syafi’l Antoni dalam teorinya mengemukakan bahwa
Murabahah adalah kegiatan jual beli barang dengan harga asal kemudian
ditambahkan dengan keuntungan yang telah di sepakati. Dalam hal ini
pihak penjual harus terlebih dahulu memberi tahu harga barang yang telah
ia beli kemudian menentukan banyaknya keuntungan sebagai
tambahannya (Antoni, 2001: 131).

Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 21
Tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa akad murabahah adalah
akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada
pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai
keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli secara uum, mekanisme
pembayaran secara tunai, dengan mekanisme a, jula beli menjadi bersifat
tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan

keuntungan (margin) dari barang yang dibeli (Dahlan, 2018).



18

Murabahah adalah istrilah figh Islam yang berarti suatu bentuk
jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang,
meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk
memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang
diinginkan (Ascarya, 2006: 82). Dapat diartikan murabahah sebagai suatu
perjanjian antara bank dan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian
atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Bank bertindak sebagai
penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli
bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Fatwa DSN No:
111/DSN-MUI/IX/2017 tentang  Murabahah  dinyatakan bahwa:
“Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan bahwa
harga belinya kepada pembeli membayarnya dengan harga yang lebih
sebagai laba (DSN-MUI, 2017). Murabahah dapat dinyatakan sebagai
akad transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dimana penjual
memberitahukan biaya asli dari barang yang diperjualbelikan kepada si
pembel, dan pembeli membayarkan harga sesuai yang telah disepakati
berdasarkan perhitungan margin (Pasya et al., 2023).

Murabahah dalam konsep perbankan syariah merupakan jual beli
barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
Dalam jual beli murabahah penjual atau bank harus memberitahukan
bahawa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat
keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi pembiayaan murabahah pada
bank syariah dapat digunkan untuk pembelian barang konsumsi maupun
barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat
dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran) (Rifa'i, 2002).

2. Landasan Hukum
a. Al-Qur’an
Hukum murabahah diperbolehkan di dalam hukum Islam berdasarkan

firman Allah surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:
Vs a8 ol o HE 5K of ) gy oK WKl 1588 15Tl @i
Uy 25 O d &y il 14lis
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)

§ “,_4,,/5,";@“_4//‘,
\34.;.3\ ] @.:J\ A J’"ﬁ"'

Artinya: “... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba ...” (Q.S. Al-Bagarah: 275).

Hadits
1) Hadits Nabi SAW

oy 0Ty ke 0 Lo 80 030 O we &) g &) ooy Lyl i of 22
(Ol o Aoy axle ol e olsy) (2155 58 fd) G 206

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al Khudri bahwa Rasulullah SAW
bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan

suka sama suka”. (HR.Al-Baihaqi-dan lbn majah, dan
dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

2) Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah

3)

Aop\ialiy ol ) AT G g 896 106 s 4Ty e i) Lo 231 O
(Gt o8 drle ol 0lgy) el Y codll ally 31 Ll

Artinya: “Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah:

jual beli tidak secara tunai, mugaradhah (mudharabah),

dan mencampur gandum dengan jerawut untuk
keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu

Majah dari Shuhaib)
Kaidah Figh
Ulama membolehkan akad jual beli murabahah,
sebagaimana dikutiip oleh al-Shawl, dimana jual beli ini sudah
dipraktikan oleh umat Islam sejak dulu. Adapun kaidah figh yang
menjadi dasar hukumnya adalah:
AR o AU 3 &g & i 08T G Y

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkanya.”
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Umat manusia telah berkosensus tentang keabsahan jual beli,
karena manusia sebagai anggota masyarakah selalu membutuhkan apa
yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Oleh karena jual beli ini
adalah salah satu jalan untuk mendapatkan secara sah, dengan
demikian mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi
kebutuhannya. Dari dasar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa
transaksi Murabahah itu dibolehkan dan tidak bertentangan dengan
ajaran syariat Islam serta memberikan keringanan kepada pembeli
untuk  memerpolen barang yang diinginkan walaupun dengan

pembayaran yang tidak tunai (Afrida, 2016).

3. Rukun dan Syarat Akad Murabahah

Akad murabahah dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan

syaratnya. Adapun rukun dari murabahah adalah:

a.

Agidain, ‘yaitu-bai'u (penjual) dan musytari (pembeli). Syarat yang
berakad cakap hukum, suka rela dan tidak dalam keadaan paksaan dan
ancaman.

Mauqud Alaihi atau mabi’, yaitu barang atau jasa yang diperjual
belikan. Termasuk dalam rukun ini adalah tsaman atau harga objek
murabahah. Dalam hal ini barang yang diperjual belikan tidak
termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya yang
jelas.Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok
dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan
dengan jelas.

Sighat yang berupa ljab Qabul, yaitu pernyataan serah terima antara
dua pihak tersebut (Dr. Abd Misno, 2022).

Syarat akad Murabahah menurut Muhammad Syafii Antonio, (2001: 133)

terdapat lima poin yaitu:

a.

Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditentukan.

C.

Kontrak harus bebas dari riba.



21

Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas
barang sesudah pengembalia.
Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian.

Beberapa syarat pokok murabahah menurut Usmani (1999), antara lain

sebagai berikut :

a.

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual
secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan
dijualnya dan menjual beberapa kepada orang lain dengan
menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.

Tingkat keuntungan dalam murabhah dapat ditentukan berdasarkan
kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.
Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh
barang, seperti-biaya pengiriman, pajak dan. sebagainya dimasukkan
kedalam bbiaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan
margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi,
pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawi, Sewa
tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan kedalam harga
untuk suatu-transaksi. Margin keuntungan yang dminta itulah yang
meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.

Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang
dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan
prinsip murabahah (Ascarya, 2006).

Berakhirnya Akad Murabahah

Akad murabahah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut: (Dr.

Abd Misno, 2022)

a.

Berakhirnya masa berlaku akad murabahah, apabila akad itu
mempunyai tenggang waktu sesuai kesepakatan dua belah pihak.
Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya
tidak mengikat.
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c. Apabila akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap

berakhir jika:

1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah

2) Satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.

3) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau ru’yah.

4) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.

5) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
d. Salah satu pihak yang berakad meningggal dunia.
e. Objek hilang atau musnah. Apabila objek akad hilang atau tidak ada

maka akad berakhir secara otomatis.

C. Akad Musyarakah Mutanagisah
1. Pengertian Akad Musyarakah Mutanaqisah
Secara " etimologis, musyarakah berarti’ ‘bercampur’ atau
mencampurkan dua harta (benda) sehingga tidak ada beda antara keduanya
(Dr. Zaenah, 2019: 23). Musyarakah sering disebut dengan kerjasama
antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Pada bank syariah
bank dan nasabah menjalin kerja sama dimana bank sebagai penyedia
modal/dana (shahibul mal) dan nasabah sebagai penyedia modal sekaligus
pengelola modal/dana (mudharib) dalam suatu perjanjian dengan
kesepakatan keuntungan dibagi bersama dan jika terjadi kerugan
ditanggung bersama (Dahlan, 2018). Musyarakah merupakan akad antara
dua orang atau lebih dengan menyertakan modal dan dengan keuntungan
dibagi sesama menurut porsi yang disepekati (Firmansyah, 2002).
Musyarakah Mutanaqisah adalah pengembangan dari akad syirkah

atau musyarakah (Dr. Zaenah, 2019: 28). Musyarakah Mutanaqisah terdiri
dari dua kata yaitu musyarakah dan mutanaqisah. Secara bahasa
musyarakah adalah bersekutu/bermitra, yang berasal daari kata syarika.
Kerja sama yang dimaksudkan adalah kerja sama antar dua atau lebih
pihak sebagai mitra dalam suatu objek kerja sama tertentu. Sedangkan,
kata mutanaqisah berasal dari kata tanagasa-yatanagasu-tanaqusan-

mutanagisan yang berarti mengurani secara bertahap. Dari sini,
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musyarakah mutanaqisah merupakan ketika dua pihak atau lebih bekerja
sama untuk memiliki sesuatu atau harta benda. Partisipasi ini akan
mengurangi kebebasan milik salah satu pihak sedangkan pihak lainnya
bertambah. Metode pembayaran digunakan untuk melakukan pengalihan
kepemilikan ini, yang mengakibatkan pengalihan hak dari satu pihak ke
pihak lain (Latifatunnida, 2022).

Menurut  Ascarya, (2006: 83) Musyarakah Mutanaqisah
merupakan salah satu bentuk musyarakah yang berkembang yaitu suatu
penyertaan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain
untuk jangka waktu tertentu, yang dalam dunia modern biasa disebuut
Modal Ventura tanpa unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti
riba, maysir dan gharar. Menurut (Dr. Zaenah, 2019) mendefinisikan
Musyarakah Mutanaqisah adalah hubungan kemitraan yang lahir melalui
perjanjian kerja sama antara para pihak yang didalamnya terdapat unsur
bai’ (jual beli) yaitu dalam proses peralihan porsi kepemilikan salah satu
pihak melalui mekanisme jual beli.

Kemudian Keputusan DSN MUI No: 73/DSN-MUI/X1/2008
menyebutkan Musyarakah Mutandagisah adalah musyarakah atau syirkah
yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah stu pihak (syarik)
berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
Sedangkan syarik diartikan sebagai mitra. Adapun Hishshah merupakan
bagian kekayaan musyarakah yang tidak ada ketentuan batasan secara
dzahir (MUI, 2008).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator bidang perbankan
telah mengenalkan akad Musyarakah Mutanaqisah sebagai upaya
peningkatan literasi keuangan syariah dengan menerbitkan ketentuan
terkait pinjaman menggunakan skema Musyarakah Mutanaqisah (MMQ.
Dalam Standar Produk Buku Il untuk Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)
dijelaskan bahwa Musyarakah Mutanaqisah merupakan pengembangan
produk berbasis musyarakah. MMQ diterapkan dalam pembiayaan

perbankan syariah dengan berprinsip pada syirkah inan, dimana porsi
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modal (hishshah) salah satu syarik (mitra) yaitu bank berkurang
disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap
kepada syarik (mitra) yang lain yaitu nasabah (Departemen Perbankan
Syariah & OJK, 2016).

2. Landasan Hukum
a. Al-Qur’an

o ahany & JLIBT 0510 e O e ) Sendd D15 Sl AE J6
<7 o sb.% A%, - et S s g % b ogeod o, RPER] 5
Gy S L G335 Bby oh B & LBy colall T5lags T5iats ol ) i

Ty 18Ty 339
Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk
ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya
kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian
yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah
mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami
mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya
lalu menyungkur sujud dan bertaubat”. (Q.S. Sad:24)

A e 1w ) T g (S0 B 3T 51 g T 50
Juj U oS8 AT &y a2y el

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan

haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum
menurut yang dikehendaki-Nya”. ( Q.S. AL-Maidah:1)

b. Hadist Nabi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW
berkata:

Ko st 05 135 il I 8 T 6 35,50 36 o 103k Jw d Oy

g be L35

Artinya: “Sesungguhnya, Allah SWT berfirman, ‘Aku pihak ketiga

dari dua orang berserkat selama salah satunya tidak

mengkhianati lainnya. Jika salah satu pihak berkhianat,

Aku kelar dari mereka.” (HR Abu Dawud yang
dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)
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d. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi
Muhammad SAW bersabda:

sy e Syledliy Ui 3o 3 Y96 w55 1l ) palidll G e el

s st 5 Yos a3 SER

Artinya: “Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk

mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin. Kecuali
shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terkait dengann syarat-
syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang
halal atau menghalalkan yang haram. ”

e. Kaidah Figh

£ JB AT 0 & G s g T sl G gl

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkanya.”

3. Rukundan Syarat Akad Musyarakah Mutanaqisah

a. Rukun Akad Musyarakah Mutanaqgisah (Departemen Perbankan
Syariah & OJK, 2016):

1)

2)

3)

4)

Pihak yang berakad, bank dan ansabah keduanya sebagai penyedia
dan penyerta modal (shahibul maal) dan pemilik properti yang
akan disewakan (mujir) sedangkan nasabah sebagai penyewa
properti bersama (musta jir).

Modal, masing-masing pihak bank dan nasabah menyertakan
modal dengan tujuan untuk membli suatu properti tertentu yang
akan disewakan kepada nasabah (atau pihak lain).

Objek Akad, objek akad berupa aset properti yang akan dimiliki
bersama, disewakan dan menghasilkan keuntungan bagi para
pihak.

ljab Qabul, pernyataan penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul)
yang dinyatakan oleh para pihak terkait untuk menunjukan

kehendak masing-masing dalam mengadakan perjanjian (akad).
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5) Nisbah Bagi Hasil, pembagian porsi keuntungan yang akan
diperoleh para pihak dalam bentuk persentase bukan jumlah uang
yang tetap.

4. Berakhirnya Akad Musyarakah Mutanagisah

Pengakhiran akad Musyarakah Mutanagisah dapat disebabkan oleh
sebab berakhirnya jangka waktu akad, peristwa cidera janji dan nasabah
mengajukan pengakhiran akad Musyarakah Mutanaqisah. Ketika
berakhirnya akad, maka nasabah wajib mengembalikan seluruh kewajiban
modal pembiayaan yang telah diberiikan oleh pihak bank serta bagi hasil
porsi pada periode terakhir saat pelunasan (Departemen Perbankan Syariah
& 0OJK, 2016).

D. Mashlahah
1. Pengertian Maslahah

Pengertian Maslahah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
sesuatu  yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, ~faedah, guna
(KBBI:2018 :923). Secara etimologgis, kata mashlahah adalah kata benda
infinitif dari akar kata S-1-H yang digunakan untuk menunjukan keadaan
sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik; jujur, atau secara
alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata
ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif
terhadap kebaikan atau yang ditunjukan untuk kebikan (Djazuli, 2013).

Menurut Al-Syatibi, maslahah adalah sesuatu yang mendatangkan
kemanfaatan atau menghindari kemudharatan. Yang dimaksud dengan
manfaat disini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju
kepada kenikmatan. Sedangkan yang dimaksud dengan kemudharatan
adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan
(Ishak, 2014). Di dalam mashlahah diharuskan beberapa syarat sebagai
berikut : Hanya berlaku dalam bidang muamalah karena persoalan ibadah
tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud syariat atau
salah atau dalilnya yang sudah terkenal (tidak bertentangan dengan nash),
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dan mashlahah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh
masyarakat.

Menurut Ibnu ‘asyur dalam (Yagin, 2019), mashlahah adalah
perbuatan yang mendatangkan kebaikan atau manfaat untuk waktu
selamanya ataupun disebagian besar saja, yang menyentuk pada mayoritas
maupun beberapa orang. Mashlahah terpetakan menjadi dua bagian, yaitu
pertama, mashlahah ‘ammah (kemashlahatan umum) ialah mashlahah
yang mencakup kepentingan banyak orang dan tidak menaruh perhatian
pada perseorangan melainkan memandang mereka dari aspek bagian
kumpulan orang banyak. Kedua, mashlahah khashshah (mashlahah
khusus) ialah mashlahah yang menyentuh pada beberapa orang saja untuk
memperoleh mashlahah bersama, sejak semula yang menjadi perhatian
bentuk mashlahah ini tertentu pada perseorangan kemudian merembet
pada banyak orang sebagai konsekuensi logis. Urgensi pembagian kedua
mashlahah berhubungan dengan . penarjihan ketika terjadi pertentangan
(Yagin, 2019: 39).

Mashlahah menurut istilah hukum Islam ialah setiap hal yang
dimaksudkan untuk ~memelihara agama, akal, jiawa, keturunan
(kehormatan) dan harta. Kelima hal ini merupakan kebutuhan primer bagi
hidup dan kehidupan masusia dengan terpelihara dan terjaminnya ke lima
hal tersebut, manusia akan meraih kemashlahatan, kesejahteraan, dan
kebahagiaan yang hakiki, lahir bathin, jasmani rohani, material spiritua,
dunia dan akhirat.

Landasan Hukum
Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori
mashlahah, diantaranya yaitu:
a. Al-Qur’an
nelal] 15 ) SUL51 T5
Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melaink/an untuk

(menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Q.S. Al-
Anbiya:107)

bk G o 3h ool NS sy Tl b
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Artinya: “Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya,
hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah
dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka
kumpulkan”. (Q.S. Yunus:58)

b. Al-Hadits
Sy Sy D6 & 055 O e ) (o Gyl Ol o G o Mk a8
e Y
Artinya: “Dari Abu Sa’ad bin Malik bin Sinan AL-Khudri radhiyallahu
‘anhu  bahwa Raasulullah SWT bersabda, “Tidak boleh
memberikan mudharat tanpa disengaja atau pun disengaja.”
(HR. Ibnu Majah No. 2340)
3. Macam-macam maslahah
Mashlahah merupakan pengetahuan yang luas atas macam-macamnya
dan tolak ukur batasan-batasan dan tujuan-tujuan yang diperlihatkan syara’
dalam berbagai keadaan menjadi keharusan guna mengetahui ketentuan
yang dapat dipedomani. Menurut Al-Syatibi, dilihat dari keberadaannya,
maslahah terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Maslahah Al-Mu 'tabaroh yaitu kemaslahatan yang didukung oleh
syara’. Maksudnya terdapat dalil khusus yang menjadikannya dasar
bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Mashlahah menjaga agama,
nyawa, keturunan, akal dan harta. Syara’ telah mensyari’atkan jihad
untuk menjaga agama, gisas untuk menjaga nyawa, hukuman hudud
kepada pezina dan penuduh untuk menjaga keturunan, hukuman
sebatan kepada peminum arak untuk menjaga akal, dan hukuman
potong tangan ke atas pencuri untuk menjaga harta.

b. Maslahah Al-Mulghah, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara’,
karena bertentangan dengan syara. Mashlahah ini bukanlah mashlahah
yang benar, bahkan hanya disangkakan sebagai mashlahah yang kecil
yang menghalang mashlahah yang lebih besar daripadanya. Misalnya,
kemashlahatan harta riba untuk menambah kekayaan.
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c. Maslahah Al-Mursalah, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya
tidak didukung syara’ dan tidka dibatalkan/ditolak syara’ melalui dalil
terperinci, ia mendapatkan dukungan kuat dari makna implisit
sejumlah nash yang ada. Jadi, mashlahah ini merupakan keadaan
bahwa tidak ada dalil khas dar syara”yang mengi’tibarkannya dan
tidak ada hukum vyang telah di nashkan oleh syara’ yang
menyerupainya, namun boleh dihubungkan hukumnya melalui dalil
giyas ( (Hayatudin, 2019: 83).

4. Tingkatan-Tingkatan dalam Mashlahah
Menurut Al-Syatibi dalam Pasaribu, (2014), mashlahah dibagi menjadi
tiga tingkatan yaitu :

a. Maslahah Dhariyat

yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok
umat manusia di dunia dan akhirat. Segala sesuatu yang harus ada
untuk tegaknya kehidupan manusia, diniyah maupun duniawiyah
dengan artian bahwa apabila mashlahah ini tidak terwujud maka
rusaklah kehidupan manusia di dunia (Hayatudin, 2019). Mashlahah
dharuriyah meliputi:
1) Memelihara Agama (Hifzud-Din)

Memelihara dan melaksanakan kewajiban agama termasuk
kedalam prioritas utama seperti melaksanakan sholat lima waktu.
Apabila shalat diabaikan maka akan terancamlah kebutuhan
agama.

2) Memelihara Jiwa (Hifzud-Nafs)

Memenuhi kebutuhan pokok berupa tempat tinggal dan
makanan untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini tidak tepenuhi maka
akan mengancam jiwa manusia.

3) Memelihara Akal (Hifzud-Agl)

Akal merupakan anugerah terbesar bagi manusia, selain itu

keberadaan akal menjadi pembeda dengan makhluk-makhluk Allah

SWT. lainnya. Memlihara akal dengan diharamkannya inum-
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mnuman Kkeras, hal ini tidak diindahkan maka berakhibat fatal,
yaitu akan merusak akal
4) Memelihara Keturunan (Hifzud-Nasl)

Diisyaratkan seperti nikah dan larangan berzina. Aturan ini

tidak dipatuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan.
5) Memelihara Harta Benda (Hifzud-Mal)

Hal ini diisyaratkan mengenai tat cara pemilikan harta dan
larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
Aturan ini dilanggar maka akan mengancam keutuhan harta
(Hayatudin, 2019: 215).

b. Maslahah Hajjiyat

yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan mempertahankan

dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalam ‘hal ini sebagai
penyempurna -kemaslahan pokok sebelumnya (Pasaribu, 2014). Jenis
Maslahah ini memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan dan
menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok
kehidupan ‘manusia (Melis, 2016). Mashlahah ini merupakan segala
bentuk perbuatan dan tindakan yang dibutuhkan oleh manusia untuk
menghindarkan kesulitan dan kemelaratan ~dalam kehidupannya.
Seperti menikahkan anak-anak.

c. Maslahah Tahsiniyat

yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap, berupa keleluasaan
yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (Pasaribu, 2014).
Maslahat al-tahsiniyyat adalah segala sesuatu yang di syariatkan untuk
kemuliaan akhlak atau diperlukan oleh adat-adat yang baik dalam
rangka memlihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan,
seperti menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang sederajat
(Hayatudin, 2019).
5. Syarat-Syarat dan Sifat Mashlahah

Untuk menjadikan mashlahah sebagai hujjah harus memenuhi syarat

berikut:
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a. Kemashlahatan tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah
digariskan oleh nash ijma’. Dengan kata lain kemashlahatan sudah
sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Merupakan bagian keumumannya,
bukan termasuk kemashlahatan yang gharib, kendati tidak terdapat
dalul yang secara spesifik mengukuhkannya.

b. Mashlahah harus bersifat mashlahah haqiqi, bukan bersifat wahmi saja.
Artinya, membina hukum berdasarkan kemahlaatan itu harus benar
membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi,
hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan
tidak mempertimbangkan kemudharatan yang akan timbul, pembinaan
hukum ini hanya berdasarkan wahm dan tidak dibenarkan oleh syariat.

c. Tujuan mashlahah dijadikan hujjah, adalah untuk menjaga hal-hal yang
dharuri, atau untuk menghindari kesempitan dalam menjalankan
syariat.

d. Mashlahah yang menjadi acuan penetapan hukum bersikap universal,
bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.-Hukum-hukum
syariat diberlakukan untuk semua manusia.

e. Kemashlahatan bersifat general, bukan bersifat personal. Oleh karena
itu, harus dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, atau dapat menolak
kemudaratan yang menimpa kepada orang banyak (Hayatudin, 2019).

Sedangkan sifat Mashlahah secara umum terdiri dari dua macam yaitu:

a. Mashlahah bersifat subjektif, dalam-arti setiap individu menjadi hakim
bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan
merupakan suatu mashlahah atau bukan bagi dirinya. Kriteria
mashlahah ini ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi
semua individu, misalnya, jika menabung bank memberi mashlahah
bagi diri dan usahanya, namun syariah tetap menetapkan keharaman
bunga bank tersebut. Maka penilaian individu tentang kemashlahatan
itu menjadi gugur.

b. Mashlahah orang perorang akan konsisten dengan mashlahah orang

banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep poreto optimum,
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yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak dapat meningkatkan
tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan
kepuasan atau kesejahteraan orang lain (Fauzia, 2014: 164).

B. Kajian Pustaka

Penelitian ini dapat merujuk pada penelitian terdahulu sebagai referensi
dan panduan pada penyusunannya. Kajian pustaka yang dimaksudkan
bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa masalah pokok yang akan
dibahas sesuai dengan teori yang ada dalam penelitian baik jurnal maupun
buku yang hanya mengacu pada “Analisis Perbandingan Akad Murabahah
dan Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan KPR Syariah”. Penulis
mengemukakan beberapa referensi sebagai berikut:

Pertama, pada buku yang ditulis Ahmad Iftham dengan judul “Ini Lho KPR
Syariah” menyebutkan bahwa KPR Syariah adalah pembiayaan pemilikan
rumah secara syariah. Dalam penerapannya terdapat akad jual beli ditegaskan
dengan akad untung (murabahah), jual beli dengan termin dan kontruksi
(istishna), sewa berakhir lanjut milik (ijarah muntahi ya bittamlik) dan kongsi
berkurang bersama sewa (musyarakah mutanaqisah). Perbedaan keempat akad
tersebut dapat dilihat dari definisi akad, skema akad, operasional akad,
perhitungan akad dan risiko akad. Skema dengan menggunakan akad
murabahah yaitu bank syariah membeli rumah developer kemudian menjual
rumahnya ke nasabah. Skema dengan akad musyarakah mutanagisah biasa
digunakan untuk KPR syariah yang ingin-menggunakan skema kepemilikan
bersama dan dilanjutkan dengan penambahan kepemilikan di sisi nasabah dan
pengurangan kepemilikan di sisi bank (Ifham, 2017).

Kedua, buku yang ditulis oleh Budi Santoso dan Achmad Adhito yang
berjudul “Jangan Ambil KPR Sekarang*Sebelum Membaca Buku Ini”.
Menurut buku ini, Kredit kepemilikan Rumah (KPR) adalah kredit untuk
memiliki rumah yang ditawarkan kepada nasabah oleh bank atau lembaga
keuangan lainnya. Dan KPR Syariah adalah salah satu produk yang
dikeluarkan bank syariah yang mentransaksikan barang (rumah) dengan

prinsip jual-beli (murabahah). Kelebihan pada KPR Syariah yaitu jumlah
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angsuran yang tetap (flat) hingga akhir pelunasan (tidak berpengaruh pada
fluktuasi suku bunga bank) dan tidak mengenal value of money, sehingga
debitur tidak akan rugi dkenakan penalti atau denda jika ia terlambat
membayar (Adhito, 2010).

Ketiga, buku yang ditulis oleh Dr. A. Wangsawidjaja Z., S.H., M.H. yang
berjudul “Pembiayaan Bank Syariah”. Menurut buku ini, pembiayaan adalah
layanan yang diberikan bank syariah kepada nasabah yang harus dituangkan
dalam perjanjian atau kesepakatan yang berkekuatan hukum antara nasabah
dan bank. Akad yang digunakan dalam pembiayaan dapat berbentuk akad
murabahah, istishna, mudharabah, musharakah dan ijarah. Adanya akad-
akad tersebut memudahkan bank syariah untuk menyiapkan akad dengan
nasabah. Pihak nasabah juga harus memahami produk-produk bank syariah,
dengan itu diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahpahaman
pada kemudian hari - terhadap ‘produk-produk -bank syariah (Dr. A.
Wangsawidjaja Z., 2012).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fitria Andriani dengan judul
“Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanagisah dalam
Pembiayaan Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada
Bank Muamalat Indonesia). Hasil penelitian ini disebutkan bahwa aspek
perbandingan antara akad murabahah dan akad musyarakah mutanaqisah
dapat dilihat dari persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan.
Dilihat dari jangka waktu pembiayaan yang lebih lama dan angsuran yang
relatif lebih murah, hal ini menjadi dasar penerapan akad musyarakah
mutanadisah mampu menjadi alternatif yang lebih unggul.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Atika Wardati Hubbi dan
Ardhansyah Putra Hrp dengan judul “Analisis Pembiayaan Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) dengan Penggunaan Akad Murabahah Bil Al-Wakalah Di BSI
KCP Medan Juanda”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif
dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Hasil penelitian
ini menyebutkan bahwa aspek kemudahaan yang ada pada akad murabahah

bil al-wakalah menjadi salah satu pertimbangan nasabah pembiayaan KPR.
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Sesuai dengan kebutuhan nasabah akad murabahah mampu menjadi alternatif
pemilihan pembiayaan KPR di BSI KCP Medan Juanda.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Agung Abdullah dengan judul
“Comparative Analys Of Murabahah and Musyarakah Mutanagisah Contract
In Islamic Home Financing Ownership At Islamic Bank: Case in BTN Syariah
Surakarta”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik
pengumpulan data yakni wawancara, obervasi dan dokumentasi. Hasil dari
penelitian ini adalah penerapan akad musyarakah mutanaqgisah mampu
menjadi inovasi produk yang menguntungkan. Selain lebih fleksibel, akad
musyarakah mutanagisah mampu memberikan keuntungan bagi bank dan
kenyamanan bagi nasabah. Namun pada produk pembiayaan di BTN Syariah
Surakarta, akad musyarakah mutanaqisah masih tergolong rendah dalam
penggunaannya daripada akad murabahah.

Ketujuh, penelitian  yang  dilakukan oleh— Sarpini dengan judul
“Implementasi - Musharakah Mutanaqisah Wal-ljarah Dalam Pembiayaan
Hunian Syariah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Ponorogo”.
Penelitian ini-menggunakan metode analisis deskriptif dengan memaparkan
data yang meliputi alasan penggunaan akad musharakah mutanaqisah wal
ijjarah dan data mengenai hubungan akad musyarakah mutanaqgisah dan akad
ijarah dalam hunian syaraiah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Ponorogo.
Hasil penelitian ini adalah penerapan akad musharakah mutanagisah pada
Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat (PHSM) sudah sesuai dengan syara’
dan cocok dijadikan solusi yang tepat dengan ditinjau dari multi akad yang
diperbolehkan dalam hukum Islam dan tidak termasuk kategori larangan
hadits terhadap satu akad dalam dua transaksi dengan mendasarkan pendapat
Nazih Hammad dan dalil hukum maslahah. Hubungan akad musyarakah
mutanadisah dan akad ijarah merupakan satu kesatuan yaitu akad terkumpul.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Adits Perawati, Asep
Ramdan H dan Yayat Rahmat.H. dengan judul “Analisis Perbandingan Akad
Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanagisah Pada Pembiayaan KPR di

Perbankan Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
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teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, kuisioner, dokumentasi
dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah Penggunaan akad
Murabahah lebih mudah dipahami dari pada akad Musyarakah Mutanagisah.
Namun dalam penerapannya akad musyarakah mutanagisah lebih
menguntungkan untuk kedua pihak. Dengan menggunakan akad musyarakah
mutanaqisah nasabah dapat melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan
pendapatan dan pihak bank akan untung ketika fluktasi harga rumah naik
maka biaya sewa yang dibayar nasabahan harus tetap berjalan dan akan
adanya kenaikan.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah Jasmani dengan
judul “Implementasi Konversi Akad Murabahah Kepada Akad Musyarakah
Mutanagisah Pada Pembiayaan KPR Di Bank Muamalat Cabang Banda
Aceh”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil dari penelitian ini
adalah pembiayaan KPR bermasalah dengan mengkonversi akad murabahah
digunakan pada nasabah prospektif yang kemudian dilakukan konversi
menjadi. akad musyarakah mutanaqisah atas barang jaminan yang masih
menjadi milik pihak bank hingga nasabah dapat melunasi sisa angsuran dan
margin pada waktu yang telah disepakati. Penerapan konversi akad
murabahah kepada akad musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan KPR di
Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh telah sesuai dengan fatwa,
tetapi bank lebih menggunakan penerapannya berdasarkan pada Peraturan
Bank Indonesia (PBI) mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah
dan unit usaha syariah.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Erin Al Khoeriyah dengan
judul “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan KPR
BRISyariah 1B (Studi Kasus BRISyariah KC Bandar Lampung Kedaton).
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan
dokumentasi yang kemudian dianalisis secara induktif. Hasil penelitian ini
adalah pada pembiayaan KPR di BRISyariah belum sesuai dengan teori yang
ada pada Akad Murabahah Bil Wakalah. Pada penerapannya kepemilikan aset
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tidak terlebih dahulu menjadi milik bank namun langsung dperjuabelikan
kepada nasabah sehingga pada saat akad dilakukan, akad wakalah dan akah
murabahah dilakukan dalam waktu bersamaan.

Kesebelas, penelian yang dilakukan oleh Misbahus Sholeh Bachtiar
dengan judul “Analisis Perbandingan Pembiayaan KPR Menggunakan Akad
Murabahah Dengan Akad ljarah Muntahiya Bit-Tamlik Pada BRIS Syariah
KCP Menganti”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.
Teknik pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa skema pembiayaan KPR yaitu bank
yang membeli aset, nasabah yang akan diikat kemudian akan disewa dan
dijual kembali kepada nasabah. Perbedaan antara kedua akad tersebut dilihat
pada karakteristik setiap akad, skema dan prosedur setiap akad, kepemilikan
aset pembiayaan dan skema angsuran. Persamaan antara kedua akad ini dapat
dilihat pada persyaratan dokumen pengajuan dan skema pelunasan diawal.

Kedua belas, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Hanifah Rosyada dengan
judul “Analisis Perbandingan Akad Murabahah Bil Wakalah Dengan Akad
Musyarakah Mutanaqisah di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S.Parman
2”. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif yang bersifat kualitatif.
Hasil dari penelitian ini adalah dalam pembiayaan KPR menggunakan Akad
Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah terdapat beberapa perbedaan dan
persamaan, hal ini mampu menjadi faktor kelebihan dan kekurangan dari
masing-masing akad ssebagai perbandingan. Persamaan pada kedua akad ini
terletak pada persyaratan dan ketentuan pengajuan dalam pembiayaan KPR,
cara untuk melakukan pembayaran, pengalihan hak tanda kepemilikan
(levering) serta konsekuensi hukum bagi nasabah yang melakukan kelalaian
(wanprestasi). Sedangkan perbedaan antar kedua akad ini terletak pada cara
dalam menentukan margin, serta pembayaran angsuran setiap bulannya.

Ketiga belas, penelitian yang di lakukan oleh Ahla Faridah yang berjudul
“Analisis Kepemilikan dalam Pembiayaan Rumah (KPR) Dengan
Menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus di Bank Cimb

Niaga Syariah)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan
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empiris dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan

dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah adanya

ketidaksesuaian pada proses pembiayaan kepemilikan rumah dan pada status

kepemilikan rumah pada penerapan Akad Musyarakah Mutanagisah dengan

fatwa DSN MUI No.73 tahun 2008 mengenai biaya asuransi yang dibebankan

kepada nasabah dan permasalah mengenai pencantuman nama nasabah pada

sertifikat rumah di awal pembiayaan. Dalam penerapannya Bank CIMB Niaga

Syariah tidak melakukan pengalihan objek kepada nasabah pada saat selesai

pelunasan, hal ini di karenakan nasabah belum melunasi porsi kepemilikan

bank sehingga kepemilikan aset masih atas nama bersama (bank dan nasabah).

Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya

No Nama Peneliti Judul Persamaan Perbedaan
1. | Ahmad Iftham Ini  Lho KPR | Fokus Dalam buku ini
Syariah! pembahasan membahas terkait
yang sama | teoritis mengenai
yaitu mengenai | KPR Syariah
KPR Syariah sedangkan dalam

proposal ini fokus
penelitian
mengenai
perbandingan dari
akad

murabahah dan

penerapan

musyarakah
mutanaqisah
pada pembiayaan
KPR Syariah dan
terdapat objek

penelitian  yang
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No Nama Peneliti Judul Persamaan Perbedaan
jelas yaitu
dilakukan di
Bank Syariah
Indonesia.
2. | Budi Sasono & | Jangan Ambil | Fokus Dalam buku ini
Achmad Adhito KPR  Sekarang | pembahasan membahas
*Sebelum yang sama | mengenai  teori
Membaca Buku | yaitu mengenai | dasar KPR,
Ini... KPR sedangkan pada
proposal ini fokus
penelitian  pada
Pembiayaan KPR
Syariah yaitu
pada
perbandingan
pada penerapan
Akad Murabahah
dan Musyarakah
Mutanaqgisah  di
Bank Syariah
Indonesai.
3. | Dr.A.\Wangsawidjaja | Pembiayaan KPR | Fokus Dalam buku ini
Z.,S.H., M.H. Syariah pembahasan membahas
yang sama | mengenai
yaitu mengenai | keseluruhan
Pembiayaan pembiayaan yang
Pada Bank | ada di  bank
Syariah syariah,

sedangkan dalam
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No Nama Peneliti Judul Persamaan Perbedaan
proposal ini lebih
terfokus pada
salah satu
pembiayaan  di
Bank Syariah
yaitu
perbandingan
akad murabahah
dan musyarakah
mutandagqisah
pada Pembiayaan
KPR

4. | Fitria Andriani | Implementasi Fokus Subjek penelitian

(2019) Akad Murabahah | penelitian yang | yang berbeda
dan Musyarakah | sama yaitu | yaitu dalam
Sumber-: Jurnal Az | Mutanaqisah mengenali penelitian ini
Zarga Vol. 11 No.1 | Dalam pembiayaan fokus pada
Tahun 2019 Pembiayaan KPR . ' dengan | implementasi
Rumah Pada | akad akad, sedangkan
Perbankan Murabahah dan | pada poposal
Syariah (Studi | Musyarakah fokus penelitian
Kasus Pada Bank | Mutanagisah terhadap analisis
Muamalat perbandingan
Indonesia) antar kedua akad

Tempat penelitian
yang berbeda
penelitian ini
dilakukan di

Bank Muamalat
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No Nama Peneliti Judul Persamaan Perbedaan
Indonesia,
sedangka dalam
proposal ini
dilakukan di
Bank Syariah
Indonesia.

5. | Atika Wardati | Analisis Fokus Subjek penelitian
Hubbi dan | Pembiayaan penelitian yang | yang berbeda,
Ardhansyah  Putra | Kredit sama, yaitu | yaitu pada
Hrp (2023) Kepemilikan membahas penelitian ini

Rumah (KPR) | mengenai membahas
Sumber Jurnal | Dengan Pembiayaan mngenai analisis
Inovasi - Penelitian | Penggunaan Akad | KPR Di Bank | pembiayaan KPR
ISSN 2722-9475 | Murabahah Bl | Syariah dengan akad
Vol.3 No. 8 Tahun | Wakalah Di BSI | Indonesia Murabahah,
2023 KCP Medan sedangkan pada
Juanda proposal ini
membahas
mengenai analisis
perbandingan
antara akad
Murabahah  dan
Musyarakah
Mutanagisah
pada Pembiayaan
KPR

6. | Agung Abdullah | Comparative Fokus Fokus penelitian

(2022) Analys Of | penelitian yang | yang berbeda
Murabahah and | sama yaitu | yaitu pada
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No

Nama Peneliti

Judul

Persamaan

Perbedaan

Sumber: NUsantara

Islamic  Economic
Journal, 1(2), 226-

232.

Musyarakah
Mutanagisah
Contract In
Islamic home
financing
ownership at
Bank

Case in

Islamic
Bank:
BTN

Surakarta

Syariah

membahas
mengenai
perbandingan
pembiayaan di
Bank Syariah
akad
murabahah dan
akad

dengan

musyarakah

mutanaqisah

penelitian ini
membahas
keseluruhan
pembiayaan yang
menggunakan
akad murabahah
dan musyarakah
mutanaqisah
sedangkan dalam
proposal ini
terfokus pada
pembiayaan KPR
dengan
penggunaa akad
murabahah  dan
musyarakah
mutandaqisah
Tempat penelitian
yang berbeda,
pada penelitian

ini dilakukan di
BTN Syariah
sedangkan pada
proposal ini
dilakukan di BSI
KCP Karang
Kobar

Purwokerto

Sarpini (2019)

Implementasi

Fokus

Fokus penelitian
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No Nama Peneliti Judul Persamaan Perbedaan
Musharakah penelitian yang | berbeda, dalam
Sumber: Mutanagisah sama yaitu | penelitian ini
el-JIZYA: Jurnal | Wal-Zjarah mengenai terfokus pada
Ekonomi Islam Vol. | Dalam pembiayaan menggunakan
7 No.1 Januari-Juni | Pembiayaan hunian syariah | akad Musharakah
2019 Hunian  Syariah | (KPR Syariah) | Mutanagisah Wal
Pada PT. Bank | pada Bank | [jarah, sedangkan
Muamalat Syariah dalam  proposal
Indoneia Cabang terfokus pada
Ponorogo penerapan  akad

murabahah  dan
akad musyarakah
mutandaqisah
sebagai akad
pembanding.

Objek penelitian

berbeda, pada
penelitian ini
dilakukan di

Bank Muamalat
Indonesia Cabang
Ponorogo,

sedangkan dalam
penelitian ini
dilakukan di
Bank

Indonesia

Syariah
KCP
Karang Kobar

Purwokerto
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No Nama Peneliti Judul Persamaan Perbedaan
8. | Ayu Adits Perawati, | Analisis Fokus Objek penelitian
Asep Ramdan dan | Perbandingan penelitian yang | yang berbeda
Yayat Rahmat H. | Akad Murabahah | sama yaitu | yaitu pada
(2019) dan Akad | pembiayaan penelitian ini
Musyarakah KPR  dengan | dilakukan di
Sumber Jurnal | mutanagisah Akad BRISyariah,
Prosiding Keuangan | Pada Pembiayaan | Murabahah dan | sedangkan pada
dan Perbanan | KPR di | Musyakarah proposal ini
Syariah, Volume 5, | Perbankan Mutanagisah dilakukan di
No. 1, Tahun 2019 Syariah (Studi Bank Syariah
Kasus Pada Bank Indonesia (BSI)
BRISyariah KC
Bandung
Citarum)
9. | Hidayatullah Implementasi Fokus Pada  penelitian
Jamami (2020) Konversi Akad penelitian yang | ini membahas
Murabahah sama yaitu pada | mengenai
Kepada Akad pembiayaan Implementasi
Musyarakah KPR dan | Konversi  Akad
mutanaqisah Metode Sedangkan pada
Pada Pembiayaan | penelitian yang | proposal ini
KPR di Bank sama yaitu | membahas
Muamalat menggunakan | mengenai analisis
Cabang Banda metode perbandingan
Aceh kualitatif antara kedua akad
deskriptif. Tempat penelitian

yang berbeda,

penelitian ini
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No Nama Peneliti Judul Persamaan Perbedaan
dilakukan di
Bank Muamalat
Cabang  Banda
Aceh, sedangkan
pada proposal ini
penelitian
dilakukan di
Bank Syariah
Indonesia
10. | Erin Al Khoeriyah | Implementasi Fokus Perbedaan pada
(2020) Akad Murabahah | penelitian yang | subjek penelitian,
Bil Wakalah Pada | sama yaitu | pada  penelitian
Pembiayaan KPR | mengenai ini membahas
BRISyariah  IB | pembiayaan mengenai
(Studi Kasus | KPR implementasi
BRISyaria  KC akad  sedangan
Bandar - Lampung pada proposal
Kedaton) membahas

mengenai analisis
perbandingan
akad murabahah
dan akad
musyarakah

mutanaqisah

Tempat penelitian

yang berbeda,
pada  penelitian
ini dilakukan
pada bank
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Nama Peneliti Judul Persamaan Perbedaan

BRISyariah

Sedangkan pada

proposal ini

dilakukan di

Bank Syariah
Indonesia.

Misbahus  Sholeh | Analisis Fokus Perbedaaan pada

Bachtiar (2021) Perbandingan penelitian yang | akad pembanding

Pembiayaan KPR | sama yaitu | yaitu pada

Menggunakan pembiayaan penelitian ini

Akad Murabahah | KPR  dengan | menggunakan
Dengan Akad | Akad akad IMBT
IMBT (ljarah | Murabahah sedangkan pada

Muntahiya  Bit- proposal

Tamlik) Pada menggunakan
BRIS Syariah akad Musyarakah
KCP Menganti mutandaqisah

Tempat penelitian

yang berbeda,

penelitian iini
dilakukan di
BRISyariah,

sedangkan dalam
proposal di
lakukan di Bank
Syariah Indonesia
(Bank Hasil
Merger)

Ayu Hanifah | Analisis Fokus Pada penelitian
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No Nama Peneliti Judul Persamaan Perbedaan
Rosyada (2021) Perbandingan penelitian yang | ini terfokus pada
Pembiayaan KPR | sama yaitu | penggunaan akad
Menggunakan mengenai murabahah  bil
Akad Murabahah | analisis wakalah
bil Wakalah dan | perbandingan sedangkan pada
Akad pembiayaan proposal
Musyarakah KPR dan Akad | penelitian  lebih
mutanaqisah  Di | Murabahah dan | terfokus pada
Bank Syariah | Musyarakah penerapan Akad
Indonesia KC | mutanagisah Di | Murabahah.
Bengkulu Bank Syariah
S.Parman Indonesia
13. | Ahla Faridah (2021) | Analisis Fokus Fokus penelitian
Kepemilikan penelitian yang | yan berbeda, pada
Dalam sama pada akad | penelitian ini
Pembiayaan yang digunakan | meneliti
Rumah yaitu Akad | mengenai analisis
Mengunakan Musyarakah kepemilikan
Akad mutandqisah sedangkan dalam
Musyarakah dalam proposal ini
mutanaqisah Pembiayaan mengenai analisis
(Studi Kasus di | KPR perbandingan
Bank CIMB | Jenis penelitian | akad. Akad yang
Niaga Syariah) yang sama | digunakan dalam
yaitu sama- | proposal ini yaitu
sama akad murabahah
menggunakan | dan akad
metode musyarakah
penelitian mutandaqisah.
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No Nama Peneliti Judul

Persamaan

Perbedaan

kualitatif

Objek penelitian
yang berbeda,
dalam penelitian
ini dilakukan di
Bank CiMB
Niaga  Syariah,
sedangkan dalam
peneliti dilakukan
di Bank Syariah

Indonesia.

C. Landasan Teologis
1. Q.S An-Nisa ayat 29

3 8 0 o B 6% of Wy el S oI 96T o e gl
Loy 255 O A1 &) (8l T3lads

Artinya: “Hai_ orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu-dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa manusia dilarang memakan

harta sesamanya namun dengan jalur perniagaan atau jual beli, yang

dimaksud dalam jual beli disini sama halnya dengan sistem pembiayaan

pada bank syariah, karena sistem pembiayaan bersifat saling tolong

menolong dan sama-sama bermanfaat bagi nasabah dan pihak bank.

2. Q.S Al-Bagarah ayat 275

o Ao E e TRV I RPN T TR R PR N P FAPRt 1
P8 Lb a,lf: Gl Gn el daiiy (o1 Bady WSY) Ogagiy ¥ 11 OalSTh Gl
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“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka
yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya
dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
dalamnya.”

Sesuai dengan yang dijelaskan di dalam al-Qur’an, ayat ini

menjelaskan bahawa Allah SWT menghalalkan praktek jual beli dan

mengaharamkan riba. Dalam praktik pembiayaan bank syariah tidak

menggunakan praktik riba melainkan dengan sistem bagi hasil yang

dinilai- dapat menguntungkan kedua belah pihak dan dilandasi dengan

akad yang jelas bagi nasabah dan pihak bank. Dalam penelitian ini

mengenai

praktik pembiayaan KPR pada akad murabahah dan

musyarakah mutanaqisah.

3. Q.S Sadayat 24
Ji 2% (waglany slald o \{J,{o;ﬁw\?w ) Slasdd J15y Slalls KNI
< ’ 4 25 ”: ox bz Az PR 2 s = A 3 2 ° . e 4,
STy 55 Ay SEauD A GI 5,515 3bs b B & by cddall Tolads Tiatz ol

Artinya:

iy
“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim
kepadamu dengan meminta kambingmu itu  untuk
ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya
kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian
mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang
saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud
mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta
ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan
bertaubat.”

Avyat tersebut menjelaskan bahwa iman dan amal shaleh menjadi

tombak yang dapat mengahalangi seseorang untuk berbuat dzalim kepada
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sesamanya, dalam hal ini bagi pihak yang berserikat. Dalam pembiayaan
disini dimaksudkan berserikatnya pihak bank dan nasabah dalam akad

musyarakah mutanagqisah.

Q.S Al-Maidah ayat 1

aall J& 5 Kl g e ) W8T kg SO 0T A T Tt Gl 8
dyj G (SE A by 25 s

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang
dikehendaki-Nya .

Dalam ayat di atas dijelaskan untuk memenuhi akad-akad atau
janji-janji. Maksud dari janji kepada Allah SWT untuk mengikuti ajaran-
Nya dan- janji kepada manusia dalam bermuamalah. Terkait dengan
muamalah, dalam jual beli Allah memerintahkan untuk-menyempurnakan

akad antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Hadits dari Abi Sa’id Al-Khudri

G . Jé {L@g AT e 0 Lo 8 050 8 we & s ) oy :z;)i@\ Lons d‘ e

(Ol ool g axle ol Jigedl olg)) ¢ 2155 (2 el

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”.

Maksud dari hadits di atas tekait muamalah dalam transaksi jual

beli yang dilakukan antara kedau pihak harus terdapat kerelaan atau

keridhaan, jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa terpaksa atau
dirugikan.

Al-Hadits dari Suhaib ar-Rumi ra

Llsg dopddiy sl ) t"" Yl PR - J6 vL.», ATy ale & ‘_,l.o 2 K]
(e o 4xle ool olgy) il Y ) Iy
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Artinya: “Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual
beli tidak secara tunai, mugaradhah (mudharabah), dan
mencampur gandum dengan jerawut untuk keperluan rumah
tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

Maksud dari hadits di atas bahwa Allah SWT memperbolehkan transaksi

jual beli tidak secara tunai atau membayar dengan cara mencicil sesuai
dengan kesepakatan kedua pihak yang bertransaksi.

Kaidah Figh

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada

)

dalil yang mengharamkanya.’



BAB Il
METODE PENELITIAN

Menurut Soegiyono, (2011: 2) metode penelitian merupakan cara ilmiah
untuk mendapakan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang
diperoleh berupa hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis
dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian dan tidak
dituangkan dalam bentuk dan angka-angka (Purnia Dini Silvi & Alawiyah Tuti,
2020: 5). Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada
filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang
alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Soegiyono, 2011: 8).

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian 'ini adalah penelitian lapangan atau (field research).
Penelitian lapangan merupakan penga matan yang dilaksanakan secara
langsung untuk memperoleh informasi yang diperlukan (Maros et al., 2016).
Objek dalam-penelitian ini di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Karang
Kobar Purwokerto. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,
observasi dan dokumentasi.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar
Purwokerto purwokerto, tepatnya di JI. Jend. Karang Kobar No. 626, Kauman
Lama, Purwokerrto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah 53114. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan
Februari sampai dengan bulan April pada hari kerja.
C. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah pihak marketing Bank Syariah
Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto, Consumer Bussines Staff, dan
nasabah pembiayaan KPR. Sedangkan, objek dalam penelitian ini adalah Akad
Murabahah dan Musyarakah mutanagisah pada pembiayaan KPR di Bank

Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto.

52
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D. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data
sekunder, adapun yang dimaksud adalah :
1. Sumber Data Primer
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan hasil
data penelitian kepada pengumpul data (Soegiyono, 2011: 137). Dalam
penelitian ini data primer akan di dapat langsung dari pihak BSI KCP
Karang Kobar dan nasabah yang telah mengambil pembiayaan KPR
Syariah baik dengan akad murabahah maupun dengan akad musyarakah
mutanadisah.
2. Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data (Soegiyono, 2011: 137). Sumber data
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui dokumen atau
arsip tertulis yang dimiliki oleh BSI' KCP Karang Kobar Purwokerto,
buku-buku materi, jurnal, data statistik dari BPS atau publikasi yang
dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang berkait dengan penelitian yang
dilakukan.
E. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk
mengumpulkan data, menghimpun, mengambil atau menjaring data penelitian
(Purnia Dini Silvi & Alawiyah Tuti, 2020). Data penelitian ini diperoleh
dengan beberapa teknik, diantaranya adalah:
1. Observasi
Menurut Sutrisno Hadi dalam (Soegiyono, 2011: 145) merupakan
suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai
proses biologis dan psikhologis, dua diantara yang terpenting adalah
proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi berkenaan dengan
perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dalam lingkup
responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini

menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat
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secara langsung dan hanya meneliti saja. Metode observasi non partisipan
ini dilakukan dengan mengamati dan mengumpulkan data-data tentang
sarana dan prasarana fisik serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait
dengan pembiayaan KPR Syariah yang telah dilakukan oleh Bank Syariah
Indonesia (BSI) KCP Karang Kobar Purwokerto.
2. Wawancara
Wawancara adalah pertemuan tanya jawab peneliti dengan
informan untuk tanya jawab (KBBI, n.d.). Wawancara dilakukan kepada
subjek penelitian maupun informan, dalam hal ini seperti dengan pimpinan
atau pegawai dengan metode tanya jawab secara langsung mengenai
mekanisme dan penerapan Akad Murabahah dan Akad Musyarakah
mutandgisah pada pembiayaan KPR Syariah di Bank Syariah Indonesia
(BSI) KCP Karang Kobar Purwokerto.
3. Dokumentasi
Dokumentasi- adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan
penyimpanan._informasi ' di bidang pengetahuan (KBBI, n.d.) Dalam
penelitian-ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan literatur dan
sumber publikasi yang berhubungan dari Bank Syariah Indonesia (BSI)
KCP Karang Kobar Purwokerto seperti foto, lembar akad dan dokumen
petunjuk pelaksanaan. Dokumentasi dilakukan di Bank Syariah Indonesia
KCP Karang Kobar Purwokerto.
F. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, melakukan sintesa,
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan di pelajari dan
membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun
orang lain (Soegiyono, 2011: 244). Menurut Miles and Huberman dalam
(Soegiyono, 2011: 246) analisis data kualitatif dapat dilakukan secara
interaktif dengan merumuskan permasalahan (reduksi data), penyajian data

dan pelaporan hasil penelitian atau verifikasi.
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1. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul
dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Rijali, 2019). Pada tahap ini
dilakukan pemilihan relevan atau tidaknya antara data dan tujuan
penelitian. Informasi yang di dapat dari data lapangan hanya sebagai bahan
mentah yang kemudian di ringkas, disusun secara sistematis serta memilah
pokok-pokok data penting dari tujuan penelitian.
2. Penyajian data
Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi
menyusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penaarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan (Rijali, 2019). Pada tahap ini
bertujuan untuk melihat gambaran tertentu dari sebuah tujuan. Peneliti
kemudian mengklasifikasikan dan menyajikan data sesauai dengan pokok
permasalahan pada setiap sub pokok.
3. Pelaporan kesimpulan atau verifikasi
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat tentatif dan
akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung
pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan
awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat
peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang
dikemukakan adalah kesimpulan yang sudah kredibel (Soegiyono, 2011:
252). Verifikasi data bertujuan agar penilaian tentang kesesuaian data
dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam
penelitian lebih tepat dan objektif (EIma Sutriana dan & Rika Octaviani,
2019).
G. Teknik Keabsahan Data
Keabsahan data merupakan bagian penting untuk mengetahui derajat
kepercayaan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan
teknik triangulasi. Triangulasi merupakan cara pengumpulan data dengan

menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data
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yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi
sumber. Triangulasi sumber merupakan cara pengumpulan data yang berbeda-
beda dengan teknik yang sama (Soegiyono, 2011: 179). Triangulasi sumber
adalah teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan
data hasil pengamatan peneliti dengan data yang diperolen dari hasil
wawancara, atau membandingkan apa yang dikatakan orang ketika di depan
umum dengan apa yang dikatakan secara langsung, membandingkan apa yang
dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya
sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang, dan
membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan
(Tohirin, 2012).

Metode triangulasi ini digunakan peneliti untuk menguji keabsahan data
yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen serta
disesuaikan dengan sumber data yang ada agar hasil penelitian mengenai
perbandingan -akad - murgbahah dan musyarakah mutanagisah pada
pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto
dapat disimpulkan dengan jelas.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Data Perusahaan

a.
b.

C.

e

Nama Perusahaan : PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

Berdiri : 1 Februari 2021

Jenis Usaha : Bank Umum Syariah

Alamat Perusahaan : JI. Karang Kobar Purwokerto,
RT.003/RW.008, Glempang, Sokanegara,
Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah 53115

. Telepon : (0281) 62277

2. Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank hasil merger antara tiga
bank syariah di Indonesia, yaitu PT. Bank BRISyariah Thk, PT. Bank
Syariah Mandiri, dan PT. Bank BNI Syariah. Mulai tanggal 1 Februari
2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H ditandai dengan diresmikannya Bank
Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ketiga bank ini sebagai bagian
upaya dan komitmen pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah
sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka
panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan
syariah dunia. Bank Syariah Indonesia menyatukan kelebihan tiga bank
syariah guna membagikan pelayanan yang lebih unggul, jangkauan yang
lebih luas, dan kapasitas modal yang lebih prima. Didukung sinergi
dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen
pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia
didoronng untuk dapat bersaing di tingkat global.

Bank Syariah Indonesia diharapkan menjadi energi baru pembangunan
ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat
luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia menjadi cerminan wajah

perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan
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kebaikan bagi segenap alam. Saat ini Bank Syariah Indonesia (BSI) telah
didukung oleh lebih dari 1.300 jaringan kantor, sekitar 18.291 jaringan
ATM, dan didukung juga oleh lebih dari 20.000 karyawan yang tersebar
di seluruh Indonesia. Bank Syariah Indonesia (BSI) akan menjadi bank
syariah terbesar di Indonesia dengan jumlah aset Rp 306 triliun.

Sebelum menjadi Bank Syariah Indonesia (BS1) KCP Karang Kobar
Purwokerto, Bank ini dahulu bernama PT BRI Syariah Tbk atau BRIS
yang awal berdiri pada tanggal 19 Desember 2007 dari pengambilalihan
BRI terhadap Bank Jasa Arta. BRI Syariah fokus menangani banyak
segmentasi masyarakat yang melaju pesat melalui penawaran produk
kepada konsumennya. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu
Karang Kobar menjadi salah satu kantor cabang pembantu yang ada di
Purwokerto.

3. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia
Visi
Top 10 Global Islamic Bank
Misi
a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para
pemegang saham
c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggan para talenta terbaik

Indonesia
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4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar
Purwokerto
Bagan 1. 1Struktur Organisasi BSI KCP Karang Kobar Purwokerto

Branch Manajer
{Nur Rahmad)
| |
I Ll
Branch Operation & Service Manager Mikro
{Junaedi) {Meydi Ariz Ramdani]
L
I L] 1 I

Micro Relathionship
Manager

Pawming Officer
{Ramdhani W.F]

Back Office
Teller 3 Customer Service
{ahmad Ainul Fuad & Superior
Hakim]

Funding & Transaction
staff

Area
{Galih Ardi Alfiana)

{Herkangko]
{rian Guritna)
{Rudi Hartona)

{Rizka Nur Fadillah]

{Agnia limi Amalia) {Nurly Arminds) {Adam Geo Hermada)

{Cid ti Rahayu) {Awang Haryona)

1 | I

Micro Staff
{Fakihudin)

SALES FORCE
{Galfh Krizna)
{Feri Efendi]

[Astya Marista)

Customer Servoe Representative
{¥ogi Septianto]
{wahyu safama Dewi]

5.  Produk-Produk DI BSI KCP Karang Kobar Purwokerto
Dalam rangka memberikan kemudahan dan menjadi solusi
kebutuhan yang terjadi di masyarakat, Bank Syariah Indonesia (BSI)
KCP Karang Kobar Purwokerto menyediakan beragam produk.
Adapun produk-produk yang ditawarakan oleh Bank Syariah Indonesia
(BSI) KCP Karang Kobar Purwokerto diantaranya sebagai berikut :
a. Penghimpunan Dana (Funding)

Dalam produk tabungan Bank Syariah Indonesia mampu
menjadi upaya untuk merangsang minat masyarakat untuk gemar
menabung. Adapun jenis-jenis produk tabungan yang tersedia di
Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Karang Kobar Purwokerto :

1) BSI Tabungan Valas
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Tabungan dengan pilihan akad Wadiah Yad Dhamanah
atau Mudharabah Muthlagah dalam mata uang dollar yang
penarikan dan setorannya dapar dilakukan setiap saat atau
sesuai ketentuan bank.

BSI Tabungan Haji Indonesia dan Haji Muda Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan umroh berlaku untuk
seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad wad ’iah
dan mudharabah. Tabungan ini tidak dikenakan biaya
administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan
fasilitas E- Channel apabila telah terdaftar di Siskohat
(mendapat porsi).

BSI Tabungan Easy Mudharabah

Tabungan dalam mata uang rupiah 'yang penarikan dan
setorannya dapat dilakukan setiap saat jam operasional kas di
kantor bank atau melalui ATM.

BSI Tabungan Easy Wadi’ah

Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip
Wadiah Yad Dhamanah yang penarikan dan setorannya dapat
dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor atau
melalui ATM.

BSI Tabungan Pendidikan

Tabungan dengan -akad Mudharabah Muthlagah yang
diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan
pendidikan dengan sistem auto debet dan mendapat
perlindungan asuransi.

BSI Tabungan Bisnis

Tabungan dengan akad Mudharabah Mutlaqah dalam mata
uang rupiah yang dapat memudahkan transaksi segmen
wiraswasta dengan limit transaksi harian yang lebih besar dan
fitur free biaya RTGS, transfer SKN dan setoran kliring masuk

melalui teller dan net banking.
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7) BSI TabunganKu

Tabungan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah untuk
perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang
diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia duna
menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

8) BSI Tabungan Pensiun

Tabungan dengan pilihan akad Wadiah Yad Dhamanah
atau Mudharabah Muthlaqoh diperuntukan bagi nasbaah
perorangan yang terdafar di Lembaga Pengelola Pensiun yang
telah bekerjasama dengan bank.

9) BSI Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Tabungan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah untuk
siswa -yang diterbitkan secara nasional dengan persyaratan
mudah-dan sederahana serta fitur yang menarik, dlam rangka
edukasi dan inklusi keuangan untuk ‘mendorong budaya
menabung sejak dini.

10) BSI Tabungan Efek Syariah

Tabungan Efek Syariah dengan akad Mudharabah
Mutlaqah - merupakan rekening dana nasabah (RDN) yang
diperuntukan untuk nasabah perorangan untuk penyelesaian
transaksi efek di Pasar Modal.

11) BSI Tabungan Rencana

Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlagah yang
diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan
keuangan nya dengan sistem autodebet dan gratis perlindungan
asuransi.

12) BSI Tabungan Mahasiswa
Tabungan dengan akad wadi’ah dari para mahasiswa

perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta atau
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pegawai/anggota perusahaan/lembaga/assosiasi/organisasi
profesi yang bekerja samadengan bank.
13) BSI Tabungan Junior
Tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar
yang berusia di bawah 17 tahun untuk mendorong budaya
menabung sejak dini.
14) BSI Tabungan Payroll
Tabungan khusus merupakan produk turunan dari Tab
Wadiah/Mudharabah Reguler yang dikhususkan untuk nasabah
payroll dan nasabah migran.
15) BSI Tapenas Kolektif
Tabungan perencanaan jangka pendek maupun jangka
panjang untuk karyawan atau tenaga kontrak pada suatu
institusi-berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.
16) Rekening Autosave dan Qurban
Fitur tabungan Bank Syariah Indonesia yang memudahkan
nasabah yang ingin menabung dana Qurban secara otomatis
via BSI Mobile. Dilengkapi juga dengan fitur pembelian
hewan Qurban melalui penyelenggaran Qurban yang
merupakan rekanan Bank.
. Pembiayaan
1) KUR (Kredit Usaha Rakyat)
Merupakan pembiayaan untuk usaha UMKM, yang terdiri dari:
a). BSI KUR Super Mikro
Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi
kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d
Rp. 10 Juta.
b). BSI KUR Mikr
Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi
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kebutuhan modal kerja dan investa si dengan plafond di
atas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta.
c). BSI KUR Kecil
Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi
kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond di atas
Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta.
Mitraguna Online
Pembiayaan tanpa agunan untuk tujuan multiguna/apa saja
dengan berbagai manfaat dan kemudahaan bagi pegawai.
BSI OTO
Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru,
mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran
tetap.
BSI Griya
Merupakan layanan pembiayaan kepemilikan rumah unttuk
ragam kebutuhan, seperti pembelian rumah baru/ rumah
second/ruko/rukan/apartemen, pembelian kavling sia bangun,
pembangunan/renovasi rumah, ambil -alih pembiayaan dari
bank lain (take over) dan refinancing untuk pemenuhan
kebutuhan nasabah. Produk BSI Griya terdiri dari :
a). BSI Griya Hasanah
b). BSI Griya Mabrur
c). BSI Griya Simuda
BSI KPR Sejahtera
Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk  memenubhi
kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.
BSI Mitra Guna Berkah
Pembiayaan untuk tujuan mitraguna tanpa agunan dengan

berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI.
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BSI Pensiun Berkah
Pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat
pensiun bulanan, diantaranya sdd:
a). Pensiunan ASN & Pensiunan Janda ASN.
b). Pensiunan BUMN/BUMD
c). Pensiunan & Pensiunan Janda ASN/PNS yang belum
memasuki TMT Pensiun namun telah menerima SK
Pensiun.
BSI Distributor Financing
Pembiayaan Modal Kerja dengan skema Value Chain
adalah pembiayaan Post Financing (dana talangan untuk
membayar terlebih dahulu invoice atas pekerjaan yang telah
selesai) yang diberikan kepada supplier  yang merupakan
Supplier. Khusus yang mengerjakan kontrak pekerjaan dengan
bouwheer, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah
pembayaran invoice dari bouwheer.
BSI Mitra Beragun Emas
Pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif
yang ~ menggunakan akad = Murabahahlljarah/Musyarakah
Mutanagisah dengan agunan berupa emas yang diikat dengan
akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh bank

selaa jangka waktu tertentu.

10) BSI Multiguna Hasanah

Fasilitas Pembiayaan Konsumtif untuk:

a). Pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi
rumah, pembelian perlengkapan/furnitur rumah, dil.

b). Pembelian manfaat jasa seperti wedding organizer untuk
pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa

travel agent, dll.
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11) BSI Gadai Emas
Gadai Emas merupakan produk pembiayaan atas dasar
jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh
uang tunai dengan cepat. Pembiayaan ini merupakan fasilitas
untuk memenuhi dana jangka pendek dan bukan untuk
investasi.
12) BSI Cicil Emas
Layanan yang memungkikan nasabah untuk melakukan
pembelian, penjualan, transfer, dan tarik fisik emas.
13) BSI Umrah
Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi
kebutuhan pembelian Jasa Paket perjalanan lbadah Umrah
melalui Bank yang telah bekerja sama dengan Travel Agent
sesuai-dengan prinsip syariah.
14) Bilateral Financing
Merupakan layanan pemberian fasilitas pembiayaan/
financing dalam valuta rupiah atau valuta asing untuk
kebutuhan modal kerja jangka pendek maupun untuk tujuan
lainnya kepada lembaga keuangan Bank dan/atau non bank.
Produk Investasi
1) BSI Deposito Rupiah
Investasi berjangka yang dikelola dengan akad Mudarabah
yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam
mata uang rupiah. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6
bulan dan 12 bulan.
2) BSI Deposito Valas
Investasi berjangka yang dikelola dengan akad Mudarabah
yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam
mata uang USD. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6
bulan dan 12 bulan.



3)

4)

5)

6)

7)

66

BSI Reksa Dana Syariah
Reksa dana syariah adalah wadiah yang digunakan untuk

menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik

harta. Dana ini selanjutnya di investasikan dan dikelola dalam
portofolio efek syariah oleh Manajer Investasi, menurut
ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsi syariat

Islam.

Bancassurance
Kerjasama pemasaran produk asuransi dengan Perusahaan

Asuransi yang bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia.

SBSN Ritel, terdiri dari Sukuk Negara Ritel dan Sukuk

Tabungan

a). Sukuk Negara Ritel adalah Sukuk ‘Negara yang dijual
kepada individu atau perseorangan  \Warga Negara
Indonesia melalui- Agen Penjual di Pasar Perdana dalam
negeri.

b). Sukuk Tabungan adalah produk investasi syariah yang
ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara
Indonesia, sebagai tabungan investasi yang aman, mudah,
terjangkau dan menguntungkan.

Sukuk Wakaf Ritel
Sukuk Wakaf Ritel merupakan investasi dana wakaf uang

pada sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk

memfasilitasi Wakif dalam program pemberdayaan ekonomi
umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Referral Retail Brokerage
Merupakan layanan referral produk-produk invesasi kepada

nasabah potensial bekerjasama dengan perusahaan sekuritas.
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B. Gambaran Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang
Kobar Purwokerto
Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menjalankan
kegiatan usahanya dengan menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank
berdasarkan prinsip syariah. Layanan pembiayaaan kepemilikan rumah di
Bank Syariah Indonesia untuk kebutuhan seperti: pembelian rumah
baru/rumah second/ruko/rukan/apartemen, ambil alih Pembiayaan dari bank
lain (take over) dan top up pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.
Pengajuan pembiayaan pada bank syariah biasanya memakan waktu
beberapa hari yang dipengaruhi oleh proses pemenuhan dokumen persyaratan
oleh nasabah, pengusulan dari sales force kepada CBRM, analisa resiko oleh
CBRM, analisa risk oleh pihak verifikator, dan analisa dokumen pencariran.
1.  Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan KPR di Bank Syariah
Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto
Murabahah adalah salah  satu akad yang digunakan dalam
pembiayaan KPR di BSI KCP Karang Kobar Purwokerto, Bank
membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah
disepakati kualifikasinya.

“Akad murabahah dalam pembiayaan KPR ini yang saya
atau adalah pada dasarnya akad jual beli, Jadi akad jual
beli syaratnya harus ada objek yang diperjual belikan,
ada penjualnya, ada pembelinya, ada ijab gabulnya dan
yang penting ada harganya”. Jelas Pak Dian Kurnianto
selaku  Consumer  Business Relationship Manager
mengenai apa itu akad murabahah.

“Secara praktek akad murabahah adalah akad jual beli
dengan sistem wakalah yang mana bank menjual barang
(rumah) kepada nasabah, kemudian nasabah membeli ke
bank dengan cara diangsur/dicicil ”. Dilanjutkan oleh Pak
Galih Trika Wirawan Selaku Consumer Sales Executive.

Akad Murabahah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian jual
beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan margin yang

disepakati oleh kedua pihak yaitu, pihak bank dan pihak nasabah. Dalam
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memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, bank dapat
mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak
ketiga, untuk dan atas nama bank. Dalam hal ini akad murabahah baru
dapat dilakukan setelah secara sah barang tersebut menjadi milik bank.
Selanjutnya mekanisme pengajuan pembiayaan  dilakukan sesuai
kesepakatan bersama dari mulai pembayaran tenor angsuran kemudian

kelengkapan administrasi.

Tabel 4. 1 Penerapan Pembiayaan KPR dengan Akad Murabahah di Bank
Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto

Tahap 1 (Pengajuan) e Calon nasabah mengisi
formulir Aplikasi permohonan
Pembiayaan KPR (BSI Griya)
bermaterai dan stempel dari
instansi-tempat bekerja.

e Calon nasabah~ memenuhi
syarat-syarat berupa dokumen
sesuai persyaratan dari bank.

Tahap 2 (Verifikasi) e Pihak Marketing (CBRM)

akan melakukan verifikasi data

persyaratan calon nasabah

e Dilanjutkan Taksasi Keuangan
dengan menganalisa profil dan
portofolio calon nasabah dari
dokumen  persyaratan dan
IDEB BI-Checking

e Pihak Marketing melakukan
Taksasi Agunan yang akan
dijadikan objek pada Akad

e Pihak Marketing membuat




69

usulan  pembiayaan  hasil
verifikasi dan analisa terhadap

calon nasabah melalui sistem.

Tahap 3 (Persetujuan Pengajuan
Pembiayaan)

Bagian verifikator setingkat
are melakukan penegcekan
terhadap data pengajuan calon
nasabah  dan  melakukan

verifikasi secara langsung
melalui telfon kepada nasbaah,
lalu memberikan keputusan
perihal layat atau tidaknya
calon nasbah diberikan
pembiayaan.

Apabla dinyatakan layak maka
akan pembiayaan berdasarkan

skema dapat diterbitkan

Tahap 4 (Akad)

Apabila calon nasabah
dinyatakan layak maka calon
nasabah dihubungi agar datang
ke kantor untuk melaksanakan
akad  pembiayaan dengan
membawa dokumen yang
dipersyaratkan

Calon nasabah beserta pihak

marketing, dan Branch
Manajer melakukan
penandatanganan akad
pembiayaa.

Tahap 5 (Proses Pencairan) Setelah  proses persyaratan

sdokumen sudah
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ditandatangani  oleh  kedua
belah pihak di upload ke
sistem untuk proses pencairan
Akad pembiayaan kemudian
dicaiarkan oleh kantor pusat
BSI

Tahap 6 (Pembayaran Angsuran)

Nasabah membayar angsuran
yang besarnya sudah
ditentukan pada saat akad
sesuai waktu yang sudah
ditetapkan

Pembayaran angsuran dapat
dilakukan = dengan  datang
langsung ke kantor BSI, atau

autodebit -~ pada ~ rekening
pembiayaan.
Tahap 7 (Pelunasan) Fasilitas =~ pembiyaan akan

dinyatakan - lunas  apabila
jangka = waktu pembiayaan
telah selesai dan nasabah
melakukan pelunasan
dipercepat.

Untuk pelunasan dipercepat
nasabah dikenai membayar
sisa harga pokok yang tersisa
di bulan dimana nasabah
mengajukan pelunasan
ditambah dengan 5 kali margin
Setelah  seluruh  kewajiban

nasabah lunas maka akad akan
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berakhir dan bank berhak

melepas jaminan nasabah.

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pembiayaan
KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto terdiri
dari :

a. Fotokopi KTP Suami & Istri

b. Fotokopi Kartu Keluarga

Fotokopi NPWP

Fotokopi Surat Nikah

Fotokopi Sertifikat dan IMB

f. Fotokopi SPPT dan PBB tahun terakhir

o o

P

g. Surat Penawaran Harga dari Penjual.
Setelah nasabah sudah melengkapi berkas administrasi, kemudian
pihak marketing akan melanjutkan ke tahap selanjutnya.

“Kemudian akan dilakukan BI Checking dan  ketika
persyaratan administratif dinyatakan lolos akan dilakukan
tahap taksasi agunan dan taksasi keuangan. Pada tahap
taksasi agunan dilakukan oleh tim appraisal yaitu dengan
mengunjungi agunan untuk melakukan penaksiran harga.
Kemudian- pada analisis keuangan akan dilakukan
perhitungan pendapatan nasabah”. Jelas Pak Dian
Kurniato
Tahapan awal dari analisa pengajuan pembiayaan oleh nasabah
adalah dengan melakukan Bl Checking atau pengecekan terhadap riwayat
kredit nasabah yang berdasarkan Informasi Debitur (IDEB) yang
dilakukan oleh marketing. Berdasarkan analisa tersebut akan diketahui
track record pembiayaan yang nasabah miliki, baik yang sudah lunas,
sedang berjalan maupun macet atau mempunyai tunggakan. Hal ini
penting menjadi pertimbangan pihak bank mengenai kredibilitas nasabah
dalam menjalankan komitmennya membayar angsuran setiap bulannya.

“Kebetulan KPR disini diperuntukkan untuk konsumen
dengan penghasilan tetap seperti karyawan BUMN, PNS,
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Karyawan swasta dengan skala nasional, karyawan
rumah sakit dan dokter”.

Ungkap pak Dian menjelaskan KPR Di Bank Syariah KCP
Karang Kobar Purwokerto dikhususkan untuk pegawai tetap dengan
sistem Kkerjasama sehingga meminimalisir adanya permasalahan
pembayaran angsuran dikarenakan pegawai tetap sudah memiliki

gaji pokok setiap bulannya.

a. Mekanisme Pembiayaan KPR Dengan Akad Murabahah
Alur mekanisme pengajuan pembiayaan dinyatakan lolos/diterima
setelah dilakukan taksasi agunan dan taksasi keuangan, sehingga
penilaian ini menjadi pertimbangan bahwa tidak semua pengajuan
pembiayaan dapat diterima. Dalam Bank Syariah akan dilakukan analisis
kelayakan pembiayaan pada setiap calon debitur yang akan mengajukan
pembiayaan  hal ~ini dilakukan untuk menilai kesanggupan dan
kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan. Analisis
kelayakan pembiayaan dapat dilihat dari 5C+1H yang terdiri dari
Character (nilai-nilai integritas calon nasbhah), Capacity (kemampuan
calon nasabah untuk melunasi kewajiban atas fasilitas pembiayaan),
Capital (posisi keuangan calon nasabah), Condition (kondisi ekonomi
baik domestik maupun global yang berpengarun  mengenai
perkembangan usaha calon nasabah), Collateral (agunan/jaminan), dan
Shariah Compliance (kepatuhan dari objek usaha calon nasabah sesuai
syariah).
1) Mekanisme menentukan margin
Dalam produk pembiayaan murabahah yang ditransaksikan adalah
rumah, Bank Syariah Indonesia sebagai penjual dan nasabah sebagai
pembeli. Pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia memberikan
fasilitas pembiayaan murabahah dengan jangka waktu maksimal

selama lima belas tahun dengan jumlah angsuran 180 kali nominal
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yang telah ditentukan dengan akad dan diangsur setiap bulan dengan
tanggal yang telah ditentukan.

“Penentuan margin dengan akad murabahah yaitu

dengan adanya tranparansi, yang mana terjadi

kesepakatan di awal perjanjian/akad mengenai prosentase

keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak Bank sesuai

kesepakatan bersama”. Jelas pak Dian

Penentuan margin dengan akad murabahah yaitu dengan adanya
transparansi - keuntungan diawal perjanjian sehingga tidak
memberatkan salah satu pihah. Persentase margin juga menentukan
besaran anguran yang dibayar sesuai dengan tenor yang sudah
ditentukan. Nilai penetapan margin dalam perjanjian akad
murabahah bukan hanya perlu bagi bank, melainkan juga demi
kepentingan nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan. Nasabah
harus mengetahui dengan jelas berapa jumlah yang menjadi

kewajiban yang harus ditanggungnya.

Simulasi Angsuran Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah
Indonesia dengan akad murabahah :
Harga rumah Rp500.000.000, pembayaran-down payment sebesar
20% dengan margin 5% dengan tenor 15 tahun.
Angsuran= ((harga beli bank x (keuntungan bank x tenor)) + harga
beli bank) : tenor
=((400.000.000 x (5% x 15)) + 400.000.000 : 180

=Rp. 3.163.200
Plafon Anguran Per Bulan | Total Angsuran Harga Jual
500.000.000 3.163.200 569.376.000

2) Mekanisme pembayaran angsuran
Dalam sistem pembayaran angsuran terdapat b eberapa cara yaitu
bisa langsung setoran ke bank, atau secara online dengan mobile
banking, penagihan dan dengan sistem payroll (gaji ada pada pihak

bank yang kan otomatis terpotong untuk pembayaran angsuran).
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“Pembayaran dapat dilakukan dengan step up dan flat up.
Pemilihan mengunakan antara kedua cara tersebut dapat
dipilih oleh nasabah dengan kesepakatan bersama. KPR
sendiri sebagai pembiayaan jangka panjang. Kita
tawarkan dulu untuk step up dan single price. Semua
harga ter-step di harga jual, artinya harga tidak akan
berubah. Ada juga yang tidak flat yaitu pada sistem tiring,
namun ketika di jumlahkan total angsuran masih tetap
sama alias tidak ada perubahan jumlah pelunasan.
Misalnya 5 tahun pertama angsurannya 2 juta, angsuran
tahun 5-10 tahun angsuran sebesar 3 juta sampai akhir
pelunasan . Jelas Pak Dian

Berdasarkan penuturan dari Pak Dian bahwa pembayaran angsuran
di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto dapat
dilakukan dengan dua cara Yyaitu secara step up dan flat up. Flat up
atau single price merupakan cara pembayaran dengan margin
angsuran tetap sejak awal hingga selesai. Sedangkan step up adalah
cara pembayaran dengan tingkatan margin angsuran yang berbeda
sesuai kesepakatan awal. Yang mana penggunaan cara pembayaran
berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan kesanggupan
nasabah dalam membayar angsuran setiap bulannya sesuai dengan
tenor pelunasan. Dalam sistem pembayaran angsuran terdapat
beberapa cara yaitu bisa langsung setoran ke bank, atau secara online
dengan mobile banking, penagihan dan dengan sistem payroll (gaji
ada pada pihak bank yang akan otomatis terpotong untuk
pembayaran angsuran).

3) Mekanisme pelunasan dipercepat

Skema Pelunasan diawal memiliki porsi pembayaran yang sama
antara akad Murabahah dengan akad Musyarakah Mutanagisah,
Bank Syariah Indonesia menetapkan porsi pelunasan diawal dengan
membayar sisa biaya pokok yang tersisa di bulan dimana nasabah
mengajukan pelunasan awal ditambah dengan 5 kali margin dimulai
pada bulan nasabah mengajukan pelunasan awal.

“Seharusnya nasabah membayar sisa angsuran dikali sisa
jangka waktu itu yang menjadi teori syariahnya namun di
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Bank Syariah Indonesia pihak bank akan menguntungkan
pihak nasabah kita memberikan diskon margin jadi
pelunasan hanya dilihat pada sisa pokoknya ditmbah
sebagai kompensasi keuntungan sebesar 5x margin
berapapun sisa keuntungan margin yang belum
terbayarkan. Berbeda dengan bank konvensional yaitu di
bank syariah tidak adanya pinalti baik menggunakan akad
murabahah maupun akad musyarakah mutanaqisah.”
Jelas Pak Dian Kurnianto.

4) Mekanisme konsekuensi hukum nasabah wanprestasi

Upaya yang dilakukan bank syariah untuk penyelamatan terhadap
pembiayaan bermasalah sebagai akibat dari wanprestasi nasabah
adalah menerapkan strategi menangani pembiayaan bermasalah yang
terdiri dari melanjutkan hubungan dengan nasabah yang masih dinilai
kooperatif, prospek usaha dan melakukan restrukturisasi. Strategi
selanjutnya adalah dengan memutuskan hubungan dengan nasabah.
Hal ini dilakuan apabila nasbah dinilai tidak kooperatif dan tidak
adanya prospek usaha melalu penyerahan agunan/aset atau eksekusi
jaminan dan gugatan perdata.

“Akan terbukti ke ranah hukum, biasanya permasalahan
seperti-kredit macet bisa dilakukan lelang ke KPKNL
dengan = menyesuaikan step yang - sesuai dengan
prosedurnya. Pertama, ketika nasabah sudah telat
membayar angsuran lebih dari 7hari akan diberikan SP 1,
setelah SP 1 tidak ada perubahan maka selang 30 hari
akan diberikan SP 2, kemudian jika masih belum ada
tanggapan selang 60 hari akan diberikan SP 3.
Sebelumnya dari pihak bank sudah melakukan negosiasi
dengan diberikan dua tawaran yaitu akan dilakukan
pelelangan atau jual suka rela”. Jelas Pak Dian
Kurnianto.

Dalam penanganannya baik menggunakan akad Murabahah
ataupun akad Musyarakah Mutanagisah tidak adanya perbedaan

menyelesaikan permasalahan nasabah wanprestasi.
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5) Faktor yang menentukan penggunaan akad murabahah dalam
pembiayaan KPR di Bank Sysariah Indonesia KCP Karang Kobar
Purwokerto antara lain :

1) DP atau Down Payment mulai dari 0%

2) Angsuran yang terhitung tetap mulai dari awal angsuran hingga
akhir angsuran.

3) Rumah sudah menjadi milik nasabah sepenuhnya.

4) Adanya pilihan dalam pembayaran angsuran.

Adapun menurut nasabah yang terkait dalam pembiayaan KPR
dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Karang
Kaobar Purwokerto :

a. Menurut  nasabah bernama Wanda, faktor kemudahaan dari
angsuran berdasarkan penjelasan marketing terkait penggunaan
akad murabahah menjadi pertimbangan dalam memilih akad.

b. Menurut. nasabah bernama Sugeng, faktor arahan langsung oleh

pihak marketing untuk menggunakan akan murabahah.

Penerapan Akad Musyarakah Mutanagisah Pada Pembiayaan
KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto

Selain akad Murabahah, akad Musyarakah Mutanagisah juga
menjadi akad perjanjian pada pembiayaan KPR di Bank Syariah
Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto. Prosedur dan dokumen
dalam akad Musyarakah Mutanagisah tidak juga berbeda dengan akad
murabahah.

“Musyarakah mutanaqisah adalah akad sewa-beli yang
dapat digunakan untuk refinancing (pembelian kembali)
pada aset yang telah dimiliki secara bertahap”. Jelas Pak
Galih Trika Wirawan

“Musyarakah mutanagisah atau MMQ adalah akad yang
digunakan untuk refinancing atau pembiayaan kembali.
Dimana penggunaannya diluar jual beli. Jadi misalnya
Nasabah sudah mempunyai rumah kemudian nasabah
tersebut membutuhkan dana dengan melakukan taksasi.
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Rumah tersebut sebelumnya harganya 100juta sebelum
ditaksasi, kemudian seiring berjalannya waktu untuk
harga pasarnya sudah mencapai 200 juta. Kemudian
rumah tersebut dalam dilakukan refinancing. Refinancing
dengan Penilaian sebuah agunan akan dibiayai sesuai
dengan nilai agunan kembali”. Sambung Pak Dian.

Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia menggunakan akad
Musyarakah Mutanagisah yaitu pembelian rumah dengan akad sewa
beli antar dua mitra dengan adanya perpindahan hak kepemilikan
secara bertahap setelah menyelesaikan angsuran sewa sampai akhir
masa sewa sembari membayar biaya kepemilikan. Mekanisme
pengajuan pembelian dengan akad Musyarakah Mutanagisah tidak
jauh berbeda dengan akad Murabahah yaitu dapat dilihat dari
persyaratan administrasi dan tahap sampai dengan diterima pengajuan
pembiayaan di Bank Syariah Indonesia baik mulai dari penggunaan

akad, pembayaran tenor angsuran.

Tabel 4. 2 Alur Penerapan Akad Musyarakah Mutanagisah Pada Pembiayaan
KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto

Tahap 1 (Pengajuan) e Calon nasabah mengisi
formulir Aplikasi permohonan
Pembiayaan KPR (BSI Griya)
bermaterai dan stempel dari
instansi tempat bekerja.

e Calon nasabah memenuhi
syarat-syarat berupa dokumen
sesuai persyaratan dari bank.

Tahap 2 (Verifikasi) e Pihak Marketing (CBRM)

akan melakukan verifikasi data

persyaratan calon nasabah
e Dilanjutkan Taksasi Keuangan
dengan menganalisa profil dan
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portofolio calon nasabah dari
dokumen persyaratan  dan
IDEB BI-Checking

Pihak Marketing melakukan
Taksasi Agunan yang akan
dijadikan objek pada Akad
Pihak Marketing membuat
usulan  pembiayaan  hasil
verifikasi dan analisa terhadap

calon nasabah melalui sistem.

Tahap 3 (Persetujuan Pengajuan
Pembiayaan)

Bagian verifikator setingkat
are melakukan = penegcekan
terhadap data pengajuan calon
nasabah dan ~ melakukan
verifikasi -~ secara - langsung
melalui telfon kepada nasbaah,
lalu memberikan keputusan
perihal layat atau tidaknya
calon nasbah diberikan
pembiayaan.

Apabla dinyatakan layak maka
akan pembiayaan berdasarkan

skema dapat diterbitkan

Tahap 4 (Akad)

Apabila calon nasabah
dinyatakan layak maka calon
nasabah dihubungi agar datang
ke kantor untuk melaksanakan
akad pembiayaan dengan
membawa dokumen  yang

dipersyaratkan
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Calon nasabah beserta pihak

marketing, dan Branch

Manajer melakukan
penandatanganan akad
pembiayaa.

Tahap 5 (Proses Pencairan)

Biaya-biaya yang timbul
akibat adanya akad tercantum
di dalam kontrak akad secara
jelas, calon nasabah wajib
menyetrokan  biaya  akad
sebagai ~ syarat  pencairan.
Biaya tersebut ‘antara lain:
biaya administrasi, biaya
asuransi, dan biaya materai.
Setelah  proses  persyaratan
dokumen sudah ditandatangani
oleh kedua  belah pihak di
upload ke sistem untuk proses
pencairan

Akad pembiayaan kemudian
dicaiarkan oleh kantor pusat
BSI

Tahap 6 (Pembayaran Angsuran)

Nasabah membayar porsi bagi
hasil dan porsi hishshah yang
besarnya sudah ditentukan
pada saat akad sesuai waktu
yang sudah ditetapkan

Pembayaran angsuran dapat

dilakukan  dengan  datang

langsung ke kantor BSI, atau
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autodebit  pada  rekening

pembiayaan.

Tahap 7 (Pelunasan)

Fasilitas pembiyaan  akan
dinyatakan  lunas  apabila
jangka waktu pembiayaan
telah selesai dan nasabah
melakukan pelunasan
dipercepat.

Untuk pelunasan dipercepat
nasabah dikenai membayar
sisa bagi hasil dan porsi sewa
yang tersisa di bulan dimana
nasabah mengajukan
pelunasan ditambah dengan 5
kali margin

Setelah  seluruh - kewajiban
nasabah lunas maka akad akan
berakhir dan  bank berhak

melepas jaminan nasabah.

Dalam proses pengajuan pembiayaan KPR diperlukan persyaratan

administrasi yang dibutuhkan untuk ke tahap selanjutnya dengan

dokumen-dokumen yang diperlukan di Bank Syariah Indonesia KCP

Karang Kobar Purwokerto terdiri dari :

. Fotokopi KTP Suami & Istri
. Fotokopi Kartu Keluarga
. Fotokopi NPWP

. Fotokopi Sertifikat dan IMB

. Fotokopi SPPT dan PBB tahun terakhir

. Surat Penawaran Harga dari Penjual.

1
2
3
4. Fotokopi Surat Nikah
5
6
7
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Setelah nasabah sudah melengkapi berkas administrasi, kemudian
pihak marketing akan melanjutkan ke tahap selanjutnya.
“Kemudian akan dilakukan Bl Checking dan ketika
persyaratan administratif dinyatakan lolos akan dilakukan
tahap taksasi agunan dan taksasi keuangan. Pada tahap
taksasi agunan dilakukan oleh tim appraisal yaitu dengan
mengunjungi agunan untuk melakukan penaksiran harga.
Kemudian pada analisis keuangan akan dilakukan
perhitungan pendapatan nasabah”. Jelas Pak Dian
Kurniato
Pak Dian menjelaskan tahapan awal dari analisa pengajuan
pembiayaan oleh nasabah adalah dengan melakukan Bl Checking atau
pengecekan terhadap riwayat kredit nasbah yang berdasarkan
Informasi = Debitur (IDEB) yang dilakukan oleh = marketing.
Berdasarkan analisa tersebut akan diketahui track record pembiayaan
yang nasabah miliki baik yang sudah lunas, sedang berjalan maupun
macet atau. ‘mempunyal tunggakan. Hal . ini- penting menjadi
pertimbangan pihak = bank mengenai kredibilitas nasabah dalam
menjalankan komitmennya membayar angsuran setiap bulannya. KPR
Di Bank Syariah KCP Karang Kobar Purwokerto dikhususkan untuk
pegawai tetap. dengan sistem Kkerjasama sehingga meminimalisir
adanya permasalahan pembayaran angsuran dikarenakan pegawai tetap
sudah memiliki gaji pokok setiap bulannya.
a. Mekanisme Pembiayaan KPR denan Akad Musyarakah
Mutanaqisah
Pengajuan pembiayaan dinyatakan lolos/diterima setelah dilakukan
taksasi agunan dan taksasi keuangan, sehingga penilaian ini menjadi
pertimbangan bahwa tidak semua pengajuan pembiayaan dapat diterima.
Dalam Bank Syariah akan dilakukan analisis kelayakan pembiayaan pada
setiap calon debitur yang akan mengajukan pembiayaan hal ini dilakukan
untuk menilai kesanggupan dan kemampuan calon nasabah dalam
membayar pembiayaan. Analisis kelayakan pembiayaan dapat dilihat dari

5C+1H yang terdiri dari Character (Nilai-nilai integritas calon nasbah),
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Capacity (Kemampuan calon nasbah untuk melunasi kewajiban atas
fasilitas pembiayaan), Capital (Posisi keuangan calon nasabah), Condition
(Kondisi ekonomi baik domestik maupun global yang berpengaruh
mengenai  perkembangan  usaha calon  nasabah), Collateral
(Agunan/jaminan), dan Shariah Compliance (Kepatuhan dari objek usaha
calon nasabah sesuai syariah).
1) Mekanisme dalam menentukan margin
Pembagian margin pada akad musyarakah mutanaqisah di KPR
disesuaikan dengan pembagian porsi, yaitu berdasarkan besarnya ujrah
antara pihak bank dan pihak nasabah. Adanya review ujrah maka
harga sewa bisa mengikuti harga pasaran pada saat itu juga. Namun
dari kedua akad tersebut, nasabah diwajibkan membayar biaya asuransi
yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank, nasabah juga
diwajibkan membayar biaya pengurusan notaris.

“Pembagian margin pada akad musyarakah mutanaqisah
tentunya berbeda dengan akad murabahah, pada akad ini
penentuan margin berdasarkan porposional/porsi ujrah
antar kedau belah pihak . Jelas Pak Galih

“Kalo -MMQ itukan pakenya sewa yaa, untuk harga
jualnya tetap sama namun untuk porposionalnya berbeda
dengan jumlah keseluruhan yang ftetap sama”. Sambung
Pak Dian

Pada pembiayaan KPR dengan menggunakan akad Musyarakah
Mutanagisah, pembagian hasilnya yaitu terdapat pada sewa, karena
sewa adalah keuntungan bank. Cara pembagian hasilnya yaitu
menggunakan  presentase kepemilikan awal dan presentase
kepemilikan selalu berubah ketika nasabah membayar angsuran sampai
presentase kepemilikan nasabaha hingga mencapai 100%.

2) Mekanisme pembayaran angsuran
Dengan akad Musyarakah Mutanagisah tidak ada perbedaan
dengan akad Murabahah dalam cara pembayaran angsuran, tentunya
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hal ini sudah sesuai dengan kesepakatan bersama antar pihak bank dan
nasabah.

“Pembayaran dapat dilakukan dengan step up dan flat up.
Pemilihan mengunakan antara kedua cara tersebut dapat
dipilih oleh nasabah dengan kesepakatan bersama. KPR
sendiri sebagai pembiayaan jangka panjang. Kita
tawarkan dulu untuk step up dan single press. Semua
harga ter-step di harga jual, artinya harga tidak akan
berubah. Ada juga yang tidak flat yaitu pada sistem tiring,
namun Kketika di jumlahkan total angsuran masih tetap
sama alias tidak ada perubahan jum lah pelunasan.
Misalnya 5 tahun pertama angsurannya 2 juta, angsuran
tahun 5-10 tahun angsuran sebesar 3 juta sampai akhir
pelunasan”. Jelas Pak Dian

Berdasarkan penuturan dari Pak Dian bahwa anguran
pembayaran - di Bank syariah Indonesia KCP Karang Kobar
Purwokerto dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara flat up dan
step up. Flat up atau single price merupakan cara pembayaran dengan
margin angsuran tetap sejak awal hingga selesai. Sedangkan step up
adalah cara pembayaran dengan tingkatan margin angsuran yang
berbeda sesuai kesepakatan awal. Yang mana penggunaan cara
pembayaran  berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan
kesanggupan nasabah dalam membayar angsuran setiap bulannya
sesuai dengan tenor pelunasan. Dalam sistem pembayaran angsuran
terdapat beberapa cara yaitu bisa langsung setoran ke bank, atau
secara online dengan mobile banking, penagihan dan dengan sistem
payroll (gaji ada pada pihak bank yang kan otomatis terpotong ntuk
pembayaran angsuran).

Mekanisme pelunasan dipercepat

Skema Pelunasan diawal memiliki porsi pembayaran yang sama
antara akad Murabahah dengan akad Musyarakah mutanagisah, Bank
Syariah Indonesia menetapkan porsi pelunasan diawal dengan

membayar sisa biaya pokok yang tersisa di bulan dimana nasabah
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mengajukan pelunasan awal ditambah dengan 5 kali mmargin dimulai
pada bulan nasabah mengajukan pelunasan awal

“Seharusnya nasabah membayar sisa angsuran dikali sisa
jangka waktu itu yang menjadi teori syariahnya namun di
Bank Syariah Indonesia pihak bank akan menguntungkan
pihak nasabah kita memberikan diskon margin jadi
pelunasan hanya dilihat pada sisa pokoknya ditmbah
sebagai kompensasi keuntungan sebesar 5x margin
berapapun sisa keuntungan margin yang belum
terbayarkan. Jelas Pak Dian

Berdasarkan penuturan Pak Dian, tidak ada perbedaan antara kedua
akad dalam melakukan pelunasan dipercepat. Dalam hal ini, pihak
nasabah diuntungkan dikarenakan cukup membayar harga pokok
ditambah dengan kompensasi keuntungan sebesar 5x margin yang
terhitung belum terbayarkan. Hal ini mampu menjadi perbedaan anatar
bank. syariah dan konvensional dalam menyelesaikan pembiayaan
dengan pelunasan dipercepat.

Mekanisme konsekuensi hukum pada nasabah wanprestasi

Upaya yang dilakukan bank syariah untuk penyelamatan terhadap
pembiayaan bermasalah sebagai akibat dari wanprestasi nasabah
adalah menerapkan strategi menangani pembiayaan bermasalah yang
terdiri dari melanjutkan hubungan dengan nasabah yang masih dinilai
kooperatif, prospek usaha dan melakukan restrukturisasi. Strategi
selanjutnya adalah dengan memutuskan hubungan dengan nasabah.
Hal ini dilakuan apabila nasbah dinilai tidak kooperatif dan tidak
adanya prospek usaha melalu penyerahan agunan/aset atau eksekusi
jaminan dan gugatan perdata. Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik
menggunakan akad Musyarakah Mutanagisah  maupun  akad
Murabahah.

“Akan terbukti ke ranah hukum, biasanya permasalahan
seperti kredit macet bisa dilakukan lelang ke KPKNL
dengan menyesuaikan step yang sesuai dengan
prosedurnya. Pertama, ketika nasabah sudah telat
membayar angsuran lebih dari 7hari akan diberikan SP 1,
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setelah SP 1 tidak ada perubahan maka selang 30 hari
akan diberikan SP 2, kemudian jika masih belum ada
tanggapan selang 60 hari akan diberikan SP 3.
Sebelumnya dari pihak bank sudah melakukan negosiasi
dengan diberikan dua tawaran yaitu akan dilakukan
pelelangan atau jual suka rela”. Jelas Pak Dian
5) Faktor yang menentukan penggunaan akad Musyarakah Mutandgqisah
dalam pembiayaan KPR di Bank Sysariah Indonesia KCP Karang
Kobar Purwokerto :
a) Adanya pilihan dalam pembayaran angsuran
b) Adanya bagi hasil yang diterima antara kedua belah pihak atas
margin sewa yang telah ditetapkan atas aset tersebut
c) Saling menjaga atas kepemilikan aset yang merupakan harta
bersama
Adapun menurut nasabah yang terkait dalam pembiayaan KPR
dengan Akad Musyarakah Mutanagisah di Bank Syariah Indonesia
KCP Karang Kobar Purwokerto yaitu menurut nasabah bernama
Muhammad Ari, faktor arahan langsung oleh pihak marketing untuk

menggunakan akad Musyarakah Mutanagqisah.

C. Analisis Perbandingan Akad Murabahah dan Musyarakah Mutandaqisah
Pada Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar
Purwokerto

Multi akad atau hybrid contract menurut istilah figh adalah kesepakatan
dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau
lebih. Jenis transaksi tidak dapat dilakukan dengan satu jenis akad, tetapi
dilakukan dengan menggabungkan beberapa akad secara timbal balik.

Akad murabahah adalah akad jual beli antara pihak bank dan pihak
nasabah dengan menggunakan wakalah atau pihak ketiga yang dimana
diwakilkan pembelian rumah kepada nasabah dengan menyatakan margin
(keuntungan) pada awal perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama.

Karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli
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mengenai harga pembelian suatu barang secara transparan dan menyatakan
jumlah keuntungan yang ditambahkan dalam biaya keseluruhan.

Mekanisme murabahah diatur dalam Fatwa DSN MUI No.04/DSN-
MUI/1V/2000 butir sembilan yang diantaranya mengatur bahwa barang yang
diperjualbelikan harus secara prinsip sudah menjadi milik bank terlebih dahulu
dan barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang haram.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia
KCP Karang Kobar Purwokerto dalam pembiayaan KPR Syariah dengan akad
murabahah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/1V/2000.
Pada penerapannya yang bebas riba, karena dijelaskan terlebih dahulu harga
pokok dan marginnya, dan barang yang diperjualbelikan halal.

Akad Musyarakah Mutanaqisah adalah akad kerja sama antara dua mitra
(kemitraan) yang dalam hal ini adalah pihak bank dan pihak nasabah yang
melakukan suatu perjanjian yang terjadi peralihan hak kepemilikan akan suatu
barang yang secara bertahap dapat Penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah
di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto lebih terfokus

untuk melakukan pembiayaan kembali terhadap aset yang dimiliki.

Mekanisme pembiayaan musyarakah mutanagisah diatur dalam Fatwa
DSN-MUI No.01/DSN-MUI/X/2013 yang berbunyi produk pembiayaan
berdasarkan prinsip musyarakah yaitu syirkatul inan yang porsi (hishhshah)
modal salah satu syarik (bank Syariah) berkurang disebabkan pengalihan
komersial secara bertahap. Modal usaha dari pihak Bank dan nasabah harus
dinyatakan dalam bentuk hishhshah tidak boleh berkurang selama akad
berlaku secara efektif.

Dari hasil penelitian, penerapannya pembiayaan KPR dengan akad
Musyarakah Mutandgisah sesuai dengan fatawa DSN MUI No. 01/DSN-
MUI/X/2013 dimana terjadi perpindahan hishhah (porsi) kepada salah satu
pihak ketika akad tersebut berakhir. Hal ini harus dibuktikan dengan
perjanjian dengan salah satu pihak dalam hal ini (nasabah) untuk membeli
Hishshh (porsi) sejak awal yang dimiliki oleh pihak bank.
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Ditinjau dalam sisi kemashlahatan, rumah menjadi salah satu elemen
penting sebagai kebutuhan pokok yang memiliki urgensi dalam kehidupan
manusia. Adanya aspek kemudahan, pembiayaan KPR di Bank Syariah
Indonesia baik menggunakan akad murabahah atau musyarakah mutanaqisah
memberikan kemanfaatan, kebaikan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah
dalam aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi
nasabah. Salah satu fungsi adanya pembiayaan KPR Syariah yaitu untuk
memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Demikian rumah mampu menjadi
contoh penerapan mashlahat yaitu sebagai tempat manusia menjaga agamanya
(hifzud din) yaitu dengan membangun hubungan dengan Allah, mulai dari
rumah sebagai tempat tinggalnya baik untuk beribadah, sebagai tempat
berlindung, sebagai tempat untuk menjaga kesehatan jiwa dan raganya dari
ancaman maupun gangguan, yang kemudian dengan bentuk pemikirannya
mampu menjaga pola hidup sehat serta mampu menjadi tempat menjaga harta
benda yang dimiliki.

Untuk mengetahui perbandingan antara kedua akad, peneliti
mengelompokkan persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan antara
kedua akad. Beberapa pembanding dari akad Murabahah dan Musyarakah
mutandaqisah pada pembiayaan KPR BSI KCP Karang Kobar Purwokerto
dapat dilihat dari persamaan dan perbedaan serta dapat dibedakan dari

kelebihan dan kekurangan dari kedua akad tersebut.

Persamaan antara Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah Pada
Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar
Purwokerto
Adapula beberapa persamaan yang terdapat pada skema atau prosedur
pembiayaan baik menggunakan akad Murabahah maupun Musyarakah
Mutandagqisah sebagai berikut :
a. Persyaratan dokumen dan persyaratan pengajuan pembiayaan KPR
Persyaratan administrasi untuk pengajuan pembiayaan KPR
antar kedua akad sama, tidak ada yang membedakan.

b. Cara pembayaran angsuran
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Pembayaran angsuran antara kedua akad memiliki cara yang
sama Yyaitu bisa dilakukan baik dengan step up maupun flat up sesuai
dengan kesepakatan antara kedua pihak.

c. Skema pelunasan lebih awal/dipercepat

Pelunasan dipercepat memiliki porsi pembayaran yang sama
antara akad murabahah dan akad musyarakah mutanagisah, Bank
Syariah Indonesia menetapkan porsi pelunasan awal dengan membayar
sisa biaya pokok yang tersisa di bulan dimana nasabah mengajukan
pelunasan awal ditambah dengan 5 kali margin dimulai pada bulan
nasabah mengajukan pelunasan awal.

d. Konsekuensi Hukum Nasabah Wanprestasi

Upaya penyelamatan pembiayaan bagi nasabah yang
melakukan kelalian dalam melakukan pembayaran (wanprestasi) pada
pembiayaan KPR memiliki penanganan -strategi yang sama baik
menggunakan - akad = murabahah ~ maupun akad  musyarakah
mutanaqisah.

Perbedaan antara akad Murabahah dan Musyarakah Mutanagisah Pada
Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP  Karang Kobar
Purwokerto
Adapula beberapa perbedaan yang terdapat pada skema atau prosedur
pembiayaan baik menggunakan akad Murabahah maupun Musyarakah
Mutanagqisah sebagai berikut :
a. Karakteristik Akad
Karakteristik Akad pada pembiayaan KPR dengan akad
Murabahah menggunakan sistem jual-beli, Bank Syariah Indonesia
sebagai pihak penjual dan nasabah menjadi pihak pembeli. Sedangkan
karakteristik akad Musyarakah Mutandgisah menggunaan sistem
sewa-beli, Bank Syariah Indonesia dan nasabah sebagai kemitraan (dua
mitra).

b. Cara Menentukan Margin
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Pada Akad Murabahah margin dalam pembiayaaan KPR
ditentukan atas dasar transparansi pada awal perjanjian akad sehingga
nasabah sudah mengetahui kejelasan pada akad, sedangkan pada akad
Musyarakah Mutanagisah margin ditentukan dari besarnya porsi
sesuai dengan ujrah antara kedua pihak sesuai presentase kepemilikan
modal dan presentase kepemilikan yang selalu berubah setiap angsuran
yang dibayarkan oleh nasabah sampai presentase nasabah maencapai
100%. Pada akad Musyarakah Mutanagisah keuntungan bank terdapat
pada sewa.

c. Hak Kepemilikan Aset

Pengalihan hak kepemilikan pada akad Murabahah beralih
langsung dari bank kepada nasabah dengan bukti akta jual beli atas
nama nasabah. Sedangkan akad Musyarakah Mutanagisah dengan
pengalihak hak- kepemilikan beralih secara bertahap ketika nasabah
menyelesaikan- biaya sewa sembari membayar biaya kepemilikan

sampal akhir sewa sesuai kesepakatan.

Tabel 4. 3 Persamaan Akad Murabahah dan Musyarakah Mutandgisah Pada
Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto

Persamaan Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanagisah pada
pembiayaan KPR di BSI KCP Karang Kobar Purwokerto

1. Pada pengajuan pembiayaan KPR di BSI KCP Karang Kobar
Purwokerto baik dari persyaratan administrasi dan alur

pengajuan yang sama, tidak ada yang membedakan.

2. Cara penentuan pembayaran angsuran yang sama.

3. Pada skema pelunasan di percepat/lebih awal memiliki porsi

pembayaran yang sama.

4. Konsekuensi hukum bagi nasabah yang melakukan kelalian

dalam melakukan pembiayaan (Wanprestasi)
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Tabel 4. 4 Perbedaan Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada
Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto

Aspek Akad Murabahah Akad Musyarakah
Perbandingan Mutandagqisah
Karakteristik akad Jual beli Sewa-beli
Cara menentuka | Pada pembiayaan | Pembagian hasil
margin KPR ditentukan | berdasarkan porsi
margin pada awal | ujrah atau presentase
perjanjian/akad yang | kepemilikan ~ modal
mana prosentase | dan persentase
keuntungan yang | kepemilikan yang
terbuka = disebutkan | secara bertahap selalu
dengan transparan | berubah - berdasarkan
dari. ~ pihak ' bank | pembayaran angsuran
kepada pihak | yang mana terletak
nasabah. pada masa . Sewa,
karena sewa
merupakan

keuntungan bank.

Hubungan bank dan

Penjual dan Pembeli

Kemitraan

nasabah (kepemilikan bersama
atas objek)
Nilai objek Harga beli ditambah | Sesuai dengan
margin taksiran harga aset
nasabah
Kepemilikan Aset Mutlak pada awal | Mutlak milik nasabah
perjanjian ketika nasabah sudah

selesai membayar
biaya sewa sembari

membayar biaya
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kepemilikan  sesuai

masa Sewa.

Tabel 4. 5 Kelebihan Akad Murabahah dan Musyarakah Mutandagisah Pada
Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto

Murabahah

Musyarakah Mutanagqisah

Dapat digunakan untuk pembiayaan

renovasi

Dapat digunakan untuk lima jenis
pembiayaan KPR. Antara lain Jual beli
rumah baru, jual beli rumah bekas, take

over, take over + top up serta refinance

Angsuran tetap sampai akhir periode,
sehingga tidak berpengaruh dengan
kenaikan suku bunga dan fluktuasi

harga pasar.

Bagi sebagian = nasabah  angsuran
fleksibel menguntungkan karena pada
saat terjadi kenaikan harga sewa, maka
pihak nasabah juga akan mendapatkan

bagi hasil

DP (Down Payment) mulai dari 0%

DP (Down Payment) mulai dari 0%

Bagi sebagian nasabah, akad ini
mudah dipahami dan terbilang tidak
ribet.

Kedua belah pihak dapat menyepakati
adanya perubahan harga sewa sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan
dengan mengikuti harga pasar.

Tabel 4. 6 Kekurangan Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqisah
Pada Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar
Purwokerto

Murabahah

Musyarakah Mutanaqisah

Dapat digunakan hanya untuk tiga jenis
pembiayaan KPR, antara lain jual beli
rumah baru, jual beli rumah bekas dan

renovasi.

Dikhawatirkan tejadi pelimpahan atas
beban pada biaya transaksi
pembayaran pajak serta biaya
pemeliharaan dan biaya-biaya lain

yang dapat menjadi beban atas aset
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ebut.




BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan KPR di Bank Syariah Indonesia diawali dengan melakukan
analisis pembiayaan dalam pengambilan keputusan pengajuan pembiayaan.
Penerapan pembiayaan KPR pada Akad Murabahah dapat dilihat sebagai
praktek jual-beli antara pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai
pembeli. Penerapan menggunakan akad Musyarakah Mutanagisah memiliki
skema praktek sewa-beli antar pihak bank dan nasabah yang menjadi mitra
(kemitraan).

Perbandingan antara akad Murabahah dan Musyarakah Mutanagisah
dapat dilihat dari persamaan, perbedaan dan dapat diimplementasikan dari
kelebihan dan kekurangannya. Persamaan kedua akad tersebut terletak pada
persyaratan administrasi pengajuan pembiayaan, pembayaran angsuran, skema
pelunasan  diawal, dan konsekuensi hukum pada nasabah wanprestasi.
Perbedaannya- terletak pada karakteristik akad, cara -menentukan margin,
hubungan antara pihak bank dan nasabah, nilai objek pada akad, dan
kepemilikan aset.

B. Saran

Setelah membahas mengenai perbandingan akad Murabahah dan
Musyarakah Mutanaqisah pada pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia
KCP Karang Kobar Purwokerto diharapkan menjadi salah satu alternatif
pengetahuan sebagai pedoman calon nasabah pembiayaan KPR. Oleh karena
itu dari pembahasan dan pemaparan di atas, berikut saran yang disampaikan
yaitu :

1. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto,
Pembiayaan KPR dapat berpengaruh besar terhadap profitabilitas Bank
sehingga diharapkan pihak Bank mampu memberikan pemahaman secara
gambling mengenai fungsi akad agar nasabah dapat memahami dan
memilih penggunaan akad dalam pembiayaan KPR sesuai dengan

kebutuhan nasabah.
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2. Untuk peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk lebih menggali
mengenai implikasi antara kedua Akad lebih dari satu segi perspektif
pengetahuan serta mampu menganalisis lebih dalam terkait penggunaan

akad yang sesuai.
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LAMPIRAN 1

Nama
NIM
Prodi

PEDOMAN WAWANCARA
: Dewi Aminah
1917202191
: Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Akad Murabahah dan

Musyarakah Mutandagisah Pada Pembiayaan KPR Di
Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar
Purwokerto

Biodata Informan
Nama
Jabatan
Alamat

No.

Pertanyaan Jawaban

Apakah yang  dimaksud = “akad
murabahah” pada BSI Griya?

Apakah yang - dimaksud ‘“‘akad
musyarakah mutanaqisah” pada BSI
Griya?

Bagaimana mekanisme/pengajuan
persyaratan saat akan melakukan
pembiayaan KPR di BSI KCP Karang
Kobar Purwokerto?

Apakah ada perbedaan di dalam
mekanisme  pengajuan - persyaratan
pembiayaan KPR pada  akad
Murabahah dan Musyarakah
Mutanadisah?

Bagaimana cara untuk menentukan
margin/keuntungan pada pembiayaan
KPR menggunakan akad Murabahah?

Apa angsuran pada akad ini selalu
sama seperti akad-akad lainnya?

Dalam akad musyarakah mutanagisah
margin/keuntungannya terdapat bagi
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hasil, bagaimana cara pembagian hasil
antara bank dan nasabah?

8. | Apa angsuran pada akad ini selalu
sama seperti akad-akad lainnya?

9. | Apa saja keunggulan dan kelemahan
pada pembiayaan KPR menggunakan
akad Murabahah?

10. | Apa saja keunggulan dan kelemahan
pada pembiayaan KPR menggunakan
akad Musyarakah Mutanadgisah?

11. | Apa saja perbedaan dan persamaan dari
akad Murabahah dan Musyarakah
Mutanagisah ?

e Karakteristik Akad

e Skema dan Prosedur Akad

o  Kepemilikan aset yang dimiliki

e Skema Angsuran

e Pemberhentian/Pembatalan
Akad

e Persyaratan Dokumen

e Skema Pelunasan

12. | Apakah konsekuensi hukum pada
nasabah Murabahah yang mengalami
wanprestasi?

13. | Apakah konsekuensi hukum pada

nasabah  Musyarakah Mutanaqisah
yang mengalami wanprestasi?
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Biodata Informan

Nama

Alamat

No. | Pertanyaan Jawaban

1. | Mengapa Bapak/Ibu
berminat dan  memilih
pembiayaan KPR
menggunakan akad
Murabahah?

2. | Apakah Bapak/lbu sudah

mengetahui - tentang = sistem
dan mekanisme pembiayaan
KPR menggunakan ' Akad
Murabahah?

3. | Menurut Bapak/Ibu,
Bagaiamana sistem
pembayaran pada
pembiayaan KPR
menggunakan akad
Murabahah?

4. | Apakah ada perubahan di
dalam pembayaran angsuran
pada setiap bulannya?

5. | Sudah berapa lama
Bapak/Ibu melakukan
pembiayaan KPR
menggunakan akad

Murabahah ini?
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Biodata Informan
Nama
Alamat

No. Pertanyaan Jawaban

1. | Mengapa Bapak/Ibu
berminat dan  memilih
pembiayaan KPR
menggunakan akad
Musyarakah Mutanaqisah?

2. | Apakah Bapak/lbu sudah
mengetahui - tentang = sistem
dan mekanisme pembiayaan
KPR menggunakan ' Akad
Musyarakah Mutanaqisah?

3. | Menurut Bapak/Ibu,
Bagaiamana sistem
pembayaran pada
pembiayaan KPR
menggunakan akad

Musyarakah Mutanaqisah?

4. | Apakah ada perubahan di
dalam pembayaran angsuran
pada setiap bulannya?

5. | Sudah berapa lama
Bapak/Ibu melakukan
pembiayaan KPR
menggunakan akad

Musyarakah Mutandaqisah?
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Lampiran 3 Dokumentasi

i

TABEL ANGSURAN PEMBIAYAAN RUMAH ATAY REFINACING BSI GRIYA HASANAH BANK SYARIAH
BANK SYARIAH INDONESIA KC PURWOKERTO KR KOBAR INDONESIA
- JANGKA WAKTU (TAHUN) )
FLAFON 7 3 [} 5 ] 0 i 7 i i) i
PEMBIAYAAN - - =]
o0 Zsz]__arrs| 2adupn| 202ri61] 1752835] 1SSETA] —7yzqe0| 1301358 748] 1141006 081904] 1032516
| 100000 - . 413,160 i | 10819041 1032516] 990751 955015
T25000000] _ 5652641  3916.469] 3051028 2533951 0048|1047 654 |7 7e5.450]__1.678692 935 [ SR TR
160,000,000 783.410] 498,763 1,2 040.741] _2629.254] 2337 185] 79740  1.952.030 121 ; 1 432812
175,000,000 913,978 483,057 427144 547632 3067463 2726716 473030—— 277368 22308 19976 893333] 1 [ 1670381
200,000,000 044,545 266,350 6 056322] 3505672 311627 mwg"' 502,701 425495] 228201 163,808] 2, 910,150
26000000] 10,175114]  7.049644 8 561,112] 3043881| 3505777] 3779509 29204 726682 2,567,264 434,285 2 21483918
250,000,000 Een | 75| 6.102057 606102 4382080| 3695308] 3gy7a09] 0200380 30318691 2857 704.761] 2581.290] 2476876] 2387667
5000000 12436251 Betozs2| 6712263| 65746021 4820290 284 830] 5a55 189 9676721 338606, SHST 976237 2833419] _ 2,724.564] 2626466
S00000000] _ 13566619] G306 | 73224601 681LB3 SIHNTL 4674310 — ooi7a]__a00a060] 3638231 34201 245713 3097548| 2972252| 20865225
S25000.000]_14697.367| 10,182820] 792674] 68682731 696716 BISI0T [ieaies| 42280 8941430 3708 [_3516,189] 355677| 3219939] 3103903
350000000] 15627956 10086,113 8542 B80]  7T095063] 6134925 545843t — i s m| 42817 3%83572|  BIBHERS 13,605 _3467627] 3342762
TT5000,000] 16956524 11.749407] 91630861 TNES3| 65731341 584262 [7ss 9] 4B00075| 4SATB4L 4278774 057,141] 3871934 ] 3715314] 3661891
T0,000000] 16089092 12552701| 97632011 B108644] 7011.343] 62 | 5550 ba05413| ABE0S0] 4364025 327617]_4130063] _363,002] 3820300
225,000000] __19.219681] 18,315885] 10373497 15454 7a40552) 6620008 onse8] 65001 164.177]  4849277|  45698093] 4388192] 42106901 4050068
el e e - AR |-
240000000 19898002 187869711 10739621 To508]  171478] B hori o] _5I2505| 63%069] 50204781 ATE039L 454 070] 4359302 4202329
T0000000]__20360209] 1400089 10983703 0fa724|  T88TT6N] 7011558 mazie] 556089 545364] 6134509 4,866,570] 448,321 4458377] 4297837
T60000000] 70802466 14412606 11227765] 03263401 BG30S] 7.1673%7] 5O0EIL ! ‘S55225]  6.5786%]  6208629|  496760] 4749573] 4567462] 4393344
Z70,000000] _21,264080]  14725924] 11471867 € | 8238%6] 7323178 peargst| 6116.360] 56909141 ¢ 2730 5084950] 4.852025] 4666527] 44880852
380000000] 21706911 15.009.2¢1] 11.715950] 9. [satasi2] 7arese e7eater| 62464%5] 5821163 S4TGEN 193,141 4.956,076] 4755602] 4584350
280,000000] 22.159,138] 15.36256] 11950032 8 588605 76%00s| 69qd83]  6376031| 5942463 50N ¢ 301331| 5050328| 4B54677|  4GTOE6T
00000000] __22611.365] 15665876 12.204.114] 10, 764179 7790616 7.065799  6.606.766]  BOBIT 705092] 5409622 5162570] 49ATE3] 415374
T50000000] _ 24.872502] 17.232484] 13.424526] 11 640507|_8569678] _7.72378] 1.167.443] 6670 2755%|  6050474| 666837 6449128] 5252912
600000000] _ 27133638 18.799051] 146449371 12, [ 1051707 S0 BaTeges| TA06119] 7276485 68608] 6491zl 6195095 944508 6730448
B50.000000] _ 28.384,775] _20,365639] 15865349] 1 11.090433]_10.127.801] 6185538 0466796 78E2858] 141654 032378]_6.111,353]  6430678] 8,207,987
700000000] 31,6559t 932227 17085760 1 12069851 10906863 9g62116] 10947 489.233]  7.987,04 573330| 7.221611| 6035264] 6685524
750,000,000 917,04 498614]_18.306.171] 15, 13145269 11,685905] 10506608 976014 095607] 8,557,541 114283 1.743859] 7.430629] 7,163,062
B00,000000( _%6,176,185] _25,065.402] 19.526.58 14022687] 12464986 11.205,278] 1041082 701,981] 9,128,065 655.205]  8260.127| 7,0%6004] 7640599
soo‘ooomatgoo.ase_ 199577 21,867,408 T5775522] 14023108] 1271847 11712179 4728] _10269057|  9707.139 9.292643] BS1B755] 8695674
1,000.000,000] 45,222,731 331,752| _24408.209] 2 7508,358] 15681203 14131597] 13013532 7476] 11410064] 10810044 10326169 0507.505] 9,560,749
1.500.000,000 . 67.834.006| 45997629] 36612343 5202591 26311849] 71.197.398] 19520298 1g191.216] 17,15095] 16.228565] 15.487,138] 14,861,258 14,326,123
2000000000] _ 90445462] 62,663.505] 48,816,457 5058 77| 31.160405] 25063,19| 26.007064| 24254952| 22820127] 21635087| 2050317] 19815010] 19101456
Persyaratan Pembiayaan BSI Griya Hasanah Contack Person :
I Karyawan DIAN 085795599624
1. Fc. KTP Suami dan Istri MAYA 08122160057
2. Fe. Kartu Keluarga, NPWP,BPJS Ketenagakerjaan
' Fel Suat Nikh / Al Cera 4
4. Fe. Sip Gajl 3 Bulan Terakhir
gr :nc Surat Keterangan Kerja Pegawai Tetap
- Mutsi rekening koran di bank lain 6 bulan terakhir
1. Data Jaminan
] Fe'3el : 2y :
1UNat FoflMB, Fc BPAT-8 PBBitahun terakfr * 5. iog-d L 1 i ) '

2. FoKTP suami dan s FC Surat Nikeh, Fe KK,FC NPWP{Penjual)

3. Surat Penawaran Harga ¢

ari Penjual
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